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Tenaga Nuklir di Asia Tenggara, dibawah bimbingan Adi suryadi selaku 
Pembimbing I, dan Burhanuddin selaku Pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang pembangunan Pembangkit 
Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia, Malaysia dan Vietnam dan Tantangan yang 
dihadapi sesama negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membangun 
Pembangkit Listrik tenaga Nuklir di Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Dalam 
mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dan 
teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa penelitian kepustakaan 
dan wawancara. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan teknik kualitatif-
kuantitatif dan untuk pembahasan masalah penulis menggunakan teknik penulisan 
induktif. 
 
Hasil penulisan ini menujukkan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga 
Nuklir di Indonesia, Malaysia dan Vietnam memiliki peluang yang besar, hal ini 
dilihat dari tiap-tiap negara tersebut telah memiliki Undang-Undang terkait 
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan didukung kerjasama IAEA 
yang mendukung penuh pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. 
Tantangan yang harus Indonesia, Malaysia dan Vietnam hadapi adalah 
menghadapi beberapa resiko, seperti kebutuhan pendanaan, Sumber Daya 
Manusia dan membangun kepercayaan masyarakat atas pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir tersebut. 
  







Irma Arfianty , E 131 10 116 , Prospect of Nuclear Power Development in 
Southeast Asia , under the guidance of Adi suryadi as Supervisor I , and 
Burhanuddin as the Supervisor II , Department of International Relations , Faculty 
of Social and Political Sciences , University of Hasanuddin . 
 
This study aims to determine the chances on developing of Nuclear Power Plant 
in Indonesia , Malaysia and Vietnam and the challenges faced fellow countries in 
Southeast Asia to build a nuclear power plant in Indonesia , Malaysia and 
Vietnam . In achieving these objectives the author used descriptive type of 
research and data collection techniques in the form of literature research and 
interview. To analyze the data , the writer used qualitative - quantitative technique 
and to analyze the writing, the author used inductive techniques . 
 
The result of this study showed that the development of Nuclear Power Plant in 
Indonesia , Malaysia and Vietnam have great opportunity , it is seen from each of 
these countries has had a law related to the construction of Nuclear Power Plant, 
had cooperation and fully supported by IAEA in constructing Nuclear Power 
Plant. The challenge for Indonesia, Malaysia and Vietnam are the need for 











 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
berkah dan karunia-Nya, sehingga penelitian skripsi ini yang berjudul “Prospek 
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Asia Tenggara” dapat 
penulis rampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi 
untuk perolehan gelar sarjana dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
 
 Penelitian skripsi ini telah melewati berbagai rintangan dari pengimpulan 
data hingga waktu berkonsultasi dengan pembimbing skripsi. Namun, syukur 
Alhamdulillah semua rintangan tersebut dapat penulis lalui dengan semangat 
bahwa skripsi ini harus selesai secepat mungkin, segera wisuda dan meraih gelar 
sarjana, dan pada akhirnya menanggalkan status mahasiswa, memulai kehidupan 
baru di luar kampus yang penulis tahu akan lebih sulit dibandingkan dengan 
penulisan skripsi ini. 
 
 Skripsi ini penulis persembahkan seutuhnya untuk kedua orang tua 
penulis, untuk Papa paling hebat Dr. H. Muh Akob Kadir M.Si yang selalu 
memberi dukungan dan Mama tercinta Hj. Arfah Akob yang tidak hentinya 
dengan kesabaran mengingatkan penulis untuk merampungkan skripsi, tanpa 
dukungan mereka skripsi ini tidak akan bisa rampung. 
 
 Menyadari segala keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki, 
maka penulis katakan bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih 
harus dibenahi. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati yang penulis 
miliki, kritiuk dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam 
perbaikan skripsi ini. 
 
 Saat penulisan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak yang turut 
andil di dalamnya, yang tanpa mereka semua penulis tidak akan sampai pada 
tahap ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menghanturkan beribu-ribu rasa terima 
kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada: 
 
1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Ibu Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta jajarannya. 
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin beserta jajarannya. 
3. Bapak Suryadi Culla selaku Pembimbing I dan Bapak Burhanuddin 
selaku pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik, atas segala 
bimbingan dan arahannya yang sangat membantu dari awal hingga 
rampungnya penulisan skripsi ini. 
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu pendidik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 
atas transfer ilmu yang luar biasa bermanfaatnya bagi penulis sejak 
terdaftar sebagai mahasiswa yaitu; Ibu Puspa, Ibu Isdah, Ibu Seni, Pas 
 vi 
Aspi, Pak Patrice, Pak Darwis, Pak Nasir, Kak Gego, Kak Agus, Pak 
Husein, dan semua yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. 
5. Staf Akademik yang senantiasa membantu kelengkapan berkas maupun 
administrasi penulis, khusus kepada Bunda dan Kak Rahma, terima kasih 
atas bantuannya. 
6. Staff Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta, Bapak Djoko dan kawan-
kawan terimakasih telah menerima penulis sebagai peneliti yang disambut 
dengan hangat dan sangat baik. 
7. Terima kasih kepada kakanda Rezki Arianty Akob dan adinda Ayub 
Aryasaputra Akob yang telah memberi support dan dukungan moril demi 
terselesainya skripsi ini. 
8. Terima kasih kepada Bapak Aji H. Abdul Kadir, Mama Aji Basariah 
tercinta dan Nenek Hj. Hindong tersayang dan tentunya untuk keluarga 
besar Om, Tante, dan sepupu-sepupu yang tidak bisa saya sebut satu 
persatu yang telah memberikan doa dan dukungannya. 
9. Om Titi dan Aunt Incha yang penulis sudah anggap sebagai orang tua 
sendiri terimakasih atas segala support kalian, semoga selalu diberi 
kesehatan. 
10. Terima kasih Archel J a.k.a Koko a.k.a Kaka thankyou nah thankyou, 
can‟t describe it anw. 
11. Untuk keluarga besar Sanggar Frida Makassar yang selalu memberikan 
supportnya. 
12. Banceeeee…. I love you guys, tanpa kalian hidupku akan hampa di 
kampus. Irma Dwiyani Iksan my stronger girl I ever know cuma berdua 
penelitian di Jakarta hanya berandalkan gps sambil nge-sayap-pelindung 
akhirnya pulang selamat dengan pertanyaan kita research atau holiday 
yah? Sri Wahyuni Rasulong yuuuuun makan yuuukkk jawabnya pasti 
ayok Citra N Fariaty one of my motivator to finish this thesis (panik dese 
wisuda duluan) Nurul Asri mama nya omar dari pertama kenal mikirnya 
memang sudah pantas jadi mamak mamak Ade Apriliany Tahir 
perempuan kejam sama soon to be hubby-nya semoga bisa jadi perempuan 
kalem Aini Dewi Chairani hurul blab la bla blaa Darmansyah (sampai 
sekarang belum bisa hafal nama mu) thankyou mau angkat skype ku 
malam malam bergalau ria bahas judul skripsi yang membingungkan 
Windy Aprilyanda wanita sabar yang ternyata kura-kura ninja. U rock 
guys 
13. Viglea. Andi Astri Ardinda, Haifa Khairunnisza, Maulida Widya Utari 
Parawansa, Nurul Suci Ramadhani, Namira Dewi Haryani Arfa, Nurul 
Hadiyanti Salam, Khaerunniza, Widyah Ramlah, Syarifah annisa, Rivia 
Maya, Dwita Pratiwi (miss you). Kalian teman-teman yang tak kuragukan 
ke-authentic-annya semoga kita semua jadi orang sukses dan bahagia. 
14. Sartika Stiefany Putri thankyou soulmate aku tanpamu bagaikan upin 
tanpa ipin (?)  
15. Teman-teman KKN Internasional gel. 85 yang tidak dapat saya sebut 
satu persatu terima kasih guyssss, teman-teman dari Universiti Utara 
Malaysia. 
 vii 
16. Keluarga besar HITen (Hubungan Internasional 2010) terima kasih 
banyak kepada manusia-manusia ajaib yang tidak dapat saya sebutkan satu 
persatu perlakuan aneh bin ajaib nya dan telah mewarnai hidup ku di 
kampus selama 3 tahun 9 bulan. See u on top guys. 
17. Buat semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini 
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak  
 
Teriring harapan dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 
rahmat dan anugerahnya kepada semua pihak yangtelah memberikan bantuan dan 
dukungannya. 
 
















HALAMAN JUDUL .................................................................................... i 
HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... ii  
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI  ...................................... iii       
ABSTRAKSI ................................................................................................. iv 
ABSTRACT .................................................................................................. v 
KATA PENGANTAR .................................................................................. vi 
DAFTAR ISI ................................................................................................. ix 
 
BAB  I. PENDAHULUAN ........................................................................... 1 
A. Latar Belakang  ........................................................................... 1 
B. Batasan  dan Rumusan Masalah  ................................................. 6 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................ 7 
D. Kerangka Konseptual  ................................................................. 8 
E. Metode Penelitian  ....................................................................... 14 
 
BAB   II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 16 
A. Konsep IGO .....................................................................................................  16 
B. Konsep Kepentingan Nasional (national interest) ......................  23 
C. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan  
Lingkungan ....................................................................................................  31 
 
BAB III. ENERGI NUKLIR UNTUK PLTN DI NEGARA-NEGARA  
 ASEAN (INDONESIA, MALAYSIA DAN VIETNAM)  .........  41 
A. Perkembangan Teknologi Pemanfaatan Tenaga Nuklir ............  41 
1. Profil Organisasi IAEA  .......................................................................  47 
2. Tujuan dan Peran IAEA .....................................................................  48 
 ix 
3. Tindakan-Tindakan Pengamanan  ...............................................  50 
4. Integrated Regulatory Review Service  ........................................  52 
5. Konvensi Keselamatan Nuklir ........................................................  53 
B. Kondisi Energi di ASEAN  .........................................................................  56 
C. Kondisi Energi Nuklir di Indonesia, Malaysia dan Vietnam  ...  56 
1. Kondisi Energi Nuklir Indonesia  ..................................................  61 
2. Kondisi Energi Nuklir Vietnam  .....................................................  67 
3. Kondisi Energi Nuklir Malaysia  ....................................................  73 
BAB IV.    PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PLTN DI 
INDONESIA, MALAYSIA DAN VIETNAM..................................  80 
A. Peluang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 
di Indonesia, Vietnam, dan Malaysia  ................................................  80 
1. Peluang pembangunan PLTN di Indonesia  ............................  83 
2. Peluang pembangunan PLTN di Vietnam  ...............................  84 
3. Peluang pembangunan PLTN di Malaysia  ..............................  85 
B. Tantangan kerjasama negara-negara ASEAN dalam 
rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ....  88 
BAB  V. PENUTUP ..............................................................................................  97 
A. Kesimpulan  ...................................................................................................  97 
B. Saran .................................................................................................................  98 
DAFTAR PUSTAKA  ..........................................................................................................  99 
LAMPIRAN 
1. Lampiran 1, Undang-Undang No.10 Tahun 1997 mengenai ketenaganukliran 
 
2. Lampiran 2, Undang-Undang No. 9 Tahun 1997 mengenai pengesahan Traktat 
Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara 
 
3. Lampiran 3, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 mengenai rencana 





A. Latar Belakang 
Lingkungan merupakan salah satu isu terpenting dalam studi hubungan 
internasional. Dunia yang sebelumnya didominasi oleh isu-isu keamanan kini 
berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah 
satu isu yang berkembang adalah isu lingkungan. Ada beberapa hal yang 
menjadi alasan mengapa isu lingkungan ini menjadi salah satu fokus penting 
dalam lingkup hubungan internasional. Pertama adalah masalah lingkungan 
hidup yang sudah menjadi permasalahan global, contohnya seperti emisi gas 
yang menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada seluruh dunia. 
Kedua adalah masalah lingkungan berhubungan dengan eksploitasi sumber 
daya yang dimiliki bersama, misalnya  saja jika pembuangan limbah dilakukan 
di laut perbatasan dua negara secara otomatis dampak yang akan dihasilkan 
berhubungan dengan kedua negara tersebut. Ketiga adalah ada berbagai 
masalah lingkungan yang bersifat transnasional dan tak terikat oleh batas dan 
wilayah. Keempat adalah meskipun permasalahannya hanya pada tingkat lokal 
namun akan dialami oleh lintas negara. Selanjutnya yang kelima adalah 
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Modernitas akan membentuk kehidupan yang baru dan lebih baik, bebas 
dari pemerintah yang otoriter dan dengan tingkat kesejahteraan material yang 
jauh lebih tinggi. Kaum liberal berpendapat bahwa modernisasi adalah proses 
yang menimbulkan kemajuan dalam banyak bidang kehidupan. Proses 
modernisasi memperluas ruang lingkup bagi kerjasama lintas batas 
internasional, manusia memiliki akal pikiran, dan ketika akal pikiran tersebut 
dipakai pada masalah-masalah internasional maka terciptanya kerjasama yang 
lebih besar sebagai hasil akhir. 
Aktor-aktor dalam hubungan internasional yaitu state dan  non-state 
memiliki peran yang sama dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik. 
Dimana negara adalah sebuah wadah persatuan dari kumpulan suku bangsa 
yang memiliki kesamaan cita-cita untuk hidup bersama dalam waktu yang 
lama dalam suatu wilayah. Selanjutnya aktor non-state yaitu IGO 
(International Governmental Organization) dan INGOs (International Non-
Governmental Organizations) juga memiliki peran yang penting dalam 
menciptakan lingkungan hidup yang baik. 
Pada awalnya lingkungan hidup dibicarakan dan hanya menjadi wacana 
terbatas oleh beberapa kalangan seperti para akademisi di berbagai perguruan 
tinggi dan lembaga-lembaga yang peduli pada gerakan konservasi. Selanjutnya 
semenjak isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam 
hubungan internasional, sejak menjelang diadakannya United Nations 
Conference on the Human Environment (UNCHE) atau Konferensi 
Lingkungan Hidup Manusia di kota Stockholm, Swedia pada tahun 1972. 
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Bermuculan kemudian gerakan yang berusaha memikirkan untuk melindungi 
dan menanggulangi akibat kerusakan lingkungan terhadap kehidupan manusia. 
Pada awalnya keresahan pengrusakan yang makin parah menggerogoti 
lingkungan dan seringkali lingkungan dijadikan lahan untuk eksploitasi 
manusia tanpa mempertimbangkan kelestariannya, maka diperlukannya usaha 
yang pasti tidak hanya yang dilakukan oleh para pencinta lingkungan akan 
tetapi seluruh elemen masyarakat. Isu lingkungan ini menjadi hangat 
diperbincangkan mengingat dampak yang dipengaruhi oleh pembangunan. 
Pembangunan yang mayoritas berorientasi pada ekonomi ini seringkali 
mengabaikan keseimbangan ekologi yang menyebabkan munculnya masalah-
masalah pencemaran alam yang akan berujung pada permasalahan sosial. 
Stockholm Conference yang dibentuk oleh UNCHE  merupakan awal isu 
lingkungan yang menjadi terlembaga yang mana telah terdapat prinsip-prinsip 
dan pentingnya peran negara dalam merespon permasalahan lingkungan ini. 
Kemudian pada pertengahan tahun 1970-1980an diadakanlah berbagai 
konferensi yang telah mengembangkan berbagai prinsip dan konsep, pada saat 
itu juga mulai muncul gerakan hijau, NGOs, dan INGOs kemudian menjadi 
aktor dalam hubungan internasional. 
Konferensi tersebut berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 
yang sebelumnya diawali dengan Konferensi PBB mengenai perubahan iklim 
dunia di Montreal, Kanada pada tahun 1990.
2
 Pertemuan yang dihadari oleh 
negara maju dan negara berkembang ini menandakan bahwa adanya gambaran 
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 Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 143 
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kepedulian negara industri terhadap lingkungan. Pertemuan dalam skala global 
tersebut telah mencerminkan betapa lingkungan merupakan isu yang krusial 
dalam lingkup ilmu hubungan internasional. Untuk menghadapi permasalahan 
yang krusial tersebut dibutuhkan banyak pihak seperti peran aktor-aktor non-
state. 
Saat ini sumber energi listrik yang berasal dari fosil dikhawatirkan akan 
semakin langka mengingat terbatasnya sumber daya alam minyak bumi dan 
batu bara yang merupakan salah satu bahan utama untuk terbentuknya energi 
listrik, sedangkan kebutuhan akan listrik semakin meningkat. Oleh sebab itu 
dibutuhkannya sumber energi listrik alternatif untuk memenuhi kebutuhan 
energi listrik yang semakin hari semakin pesat. Salah satu alternatif sumber 
energi listrik yang akan dikembangkan ialah tenaga nuklir. 
Isu lingkungan tidak terlepas dari masalah krisis energi yang akan dialami 
oleh seluruh dunia. Isu tersebut bermula ketika para peneliti menemukan serta 
mengungkapkan bahwa cadangan minyak dunia terus berkurang ini sebagai 
implikasi dari tingginya angka konsumsi minyak dunia. 
Pada saat ini cadangan sumber energi tak terbarukan antara lain minyak 
bumi, gas dan batu bara yang akan semakin menipis, perlu difikirkan energi 
lain yang dapat menggantikan sebagai energi alternatif. Upaya-upaya 
penganekaan ragam sumber energi agar ketersediaan energi terjamin harus 
dilakukan oleh seluruh kekuatan para ilmuwan. Salah satu upaya yang 
dilakukan dan sebagian negara juga sudah memanfaatkan sumber energi baru 
tersebut adalah pemanfaatan teknologi nuklir. Pemanfaatan energi nuklir dapat 
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meminimalkan ketergantungan dari fosil yang semakin langka. Selain itu 
dengan pemanfaatan energi nuklir dapat mengurangi potensi masalah dari 
pemanasan global yang sedang menjadi perhatian dunia. 
Krisis energi telah menjadi permasalahan bersama di seluruh dunia, 
adanya ketidakseimbangan permintaan (demand) dan penawaran (supply) 
dengan akses terhadap sumber daya energi. Ada beberapa faktor yang 
menciptakan ketidakseimbangan tersebut antara lain adalah masifnya 
industrialisasi dunia dan pesatnya laju pertambahan penduduk. Hal ini 
mengakibatkan meningkatnya konsumsi energi dunia secara drastis dan 
mengakibatkan  tersedotnya cadangan energi khususnya energi fosil yang 
semakin langka. Diperkirakan hingga tahun 2030 konsumsi energi dunia masih 
tergantung kepada energi minyak bumi yang tidak terbarukan. 
Dalam konteks kawasan, Asia Tenggara dengan pertumbuhan ekonominya 
yang dinamis hanya memiliki cadangan minyak yang sedikit dan menyebabkan 
kebutuhan minyak di kawasan tersebut banyak bergantung pada kawasan lain. 
Dalam batas tertentu keadaaan ini juga dialami oleh kawasan di Asia Tenggara 
seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Kondisi energi di kawasan tersebut 
saat ini masih mengandalkan pada migas sebagai penghasil devisa maupun 
untuk pemasok kebutuhan dalam negeri. Gas bumi cenderung meningkat 
namun cadangan minyak bumi dalam kondisi depeleting. 
Setelah berkembangnya berita bahwa tenaga nuklir dapat menjadi sebuah 
alternatif sumber energi listrik, muncul wacana di kawasan Asia Tenggara akan 
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Negara-negara di 
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kawasan Asia Tenggara seperti Thailand akan berencana membangun PLTN 
dari tahun 2012 namun hingga kini belum terealisasikan, Indonesia berencana 
pada tahun 2016 dan Vietnam pada tahun 2018
3
, sementara Singapore tidak 
berencana untuk membangun PLTN karena alasan lahan yang kecil dan 
dampak yang dikhawatirkan. 
 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Pada saat ini di kawasan Asia Tenggara belum berhasil membangun 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sehingga sampai saat ini belum ada 
satupun PLTN yang dapat dioperasikan untuk mengurangi beban kebutuhan 
energi listrik yang saat ini semakin meningkat di Indonesia, Malaysia dan 
Vietnam. Energi nuklir saat ini di dunia sudah cukup berkembang dan juga 
sudah menjadi sumber energi potensial, berteknologi tinggi, berkeselamatan 
handal, ekonomis dan berwawasan lingkungan, juga merupakan sumber energi 
alternatif yang layak untuk dipertimbangkan dalam perencanaan energi jangka 
panjang bagi kawasan Asia Tenggara guna mendukung pembangunan yang 
berkelanjutan.  
Ketika rencana rancangan pembangunan PLTN merupakan sebuah hal 
yang layak untuk dipertimbangkan mengingat manfaat yang dapat diperoleh 
dari pembangunan tersebut, oleh karena itu penulis akan mengkaji bagaimana 
kemungkinan kawasan Asia Tenggara yaitu tepatnya di negara Indonesia, 
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Malaysia dan Vietnam membangun PLTN dan melakukan kerjasama di 
kawasan regional ini. 
Berdasarkan penjelasan latar belakang serta batasan masalah yang telah 
diuraikan, penulis mengangkat tiga pertanyaan penelitian sebagai rumusan 
masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Bagaimana peluang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 
di Indonesia, Malaysia dan Vietnam? 
2. Apakah tantangan yang dihadapi sesama negara-negara ASEAN untuk 
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir? 
 
C. Maksud dan Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peluang pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia, Malaysia dan 
Vietnam. 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tantangan yang dihadapi sesama 
negara-negara ASEAN untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga 
Nuklir. 
Adapun maksud dari penelitian ini, antara lain: 
1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi 
bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa beserta dosen-dosen 
Ilmu Hubungan Internasional ataupun masyarakat pada umumnya 
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yang memiliki minat untuk mengkaji pembangunan PLTN di kawasan 
Asia Tenggara khusunya Indonesia, Malaysia dan Vietnam. 
2. Diharapkan menjadi referensi tambahan bagi pengkaji energi alternatif 
yang khususnya lebih membahas tentang energi nuklir. 
 
D. Kerangka Konseptual 
Konsep International Governmental Organization 
 Munculnya masalah krisis energi dan masalah-masalah global lainnya 
membuat para pemerintah membuat organisasi antar pemerintah (international 
governmental organization) baik dalam skala nasional maupun internasional. 
Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat antarbangsa dan untuk adanya wadah serta alat untuk 
melaksanakan kerjasama internasional.  
 Sesuai dengan pernyataan Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan 
Mochammad Yani yaitu: 
 “Kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional 
meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, 
lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut 
memunculkan kepentingan yang beranekaragam sehingga 
mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas 
berbagai macam masalah tersebut maka beberapa negara membentuk 
suatu kerjasama internasional”.4 
 
 IGO merupakan lembaga dari pemerintah ke pemerintah, Coulombis dan 
Wolfe mengemukakan klafikasasi organisasi internasional dalam hal ini IGO 
(International Governmental Organizations) dengan mengkombinasikan antara 
                                                         
4 Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Mochammad Yani, op cit., hal. 34 
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keanggotaan dan tujuan menjadi empat kategori antara lain global membership 
and general purpose, global membership and limited purpose organization, 
regional membership and general purpose organization, regional membership 
and limited purpose organization. Dalam keempat kategori organisasi 
internasional, ASEAN selaku organisasi internasional yang termasuk dalam 
organisasi internasional antar-pemerintah (Inter-Governmental Organization) 
yang lazimnya disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah atau instansi 
yang mewakili pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu 
negara secara resmi. ASEAN salah satu organisasi internasional antar 
pemerintah yang memegang peranan penting dalam mengatasi masalah-
masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.  
  Sebagai salah satu organisasi internasional antar-pemerintah yang 
memegang peranan penting dalam penanganan energi nuklir internasional, 
IAEA (International Atomic Energy Agency) sangat berperan penting dalam 
memberikan keputusan mengenai masalah pembangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Nuklir yang telah direncanakan oleh negara-negara yang berada di 
kawasan Asia Tenggara. 
Konsep Kepentingan Nasional 
 National Interest merupakan konsep untuk menjelaskan dan memahami 
perilaku luar negeri suatu negara. Teori kepentingan nasional menjelaskan 
bahwa untuk kelangsungan hidup suatu negara maka negara tersebut harus 
memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu mencapai kepentingan 
nasionalnya, jika tercapainya kepentingan nasional suatu negara maka negara 
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tersebut akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, 
maupun pertahanan keamanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika 
kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap bertahan. 
  Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan 
dengan hal yang dicita-citakan dan tujuan fundamental dan faktor penentu 
akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam 
merumuskan kebijakan luar negerinya dan juga kepentingan nasional suatu 
negara secara khas merupakan unsur yang membentuk kebutuhan negara 
seperti kesejahteraan ekonomi. 
5
 
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di 
kawasan Asia Tenggara merupakan suatu kepentingan nasional masing-masing 
negara. Dalam hubungan internasional, salah satu faktor terpenting dan 
mendasar, yang mendorong sebuah negara melakukan interaksi adalah 
kepentingan nasional. Kepentingan nasional suatu negara dianggap sebagai 
salah satu alasan paling kuat untuk sebuah negara melakukan interaksi dengan 
aktor-aktor lain dalam hubungan internasional. 
Dalam hubungan internasional, dimensi kepentingan nasional dibagi 
menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, kepentingan ekonomi, kedua, 
kepentingan pertahanan dan keamanan, ketiga, kepentingan internasional dan 
terakhir, kepentingan ideologi. Keempat dimensi ini merupakan aspek-aspek 
utama yang memengaruhi dan memotivasi sebuah negara dalam mengusahakan 
kepentingan nasional negara masing-masing dalam hubungan internasional. 
                                                         
5 Jack C. Plano & Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Abardin, 1999, Bandung, hal. 11 
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Dari keempat dimensi diatas yang dapat dikaitkan dengan 
pembangunan PLTN di Asia Tenggara adalah kepentingan ekonomi, dimana 
kepentingan ekonomi adalah kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas perekonomian suatu negara. Kepentingan ekonomi menjadi salah satu 
kepentingan yang dianggap mendasar, karena biasanya, kualitas baik atau 
buruknya perekonomian suatu negara, akan memengaruhi kehidupan negara 
tersebut secara keseluruhan mengingat rencana pembangunan PLTN di 
Indonesia, Malaysia dan Vietnam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan untuk tujuan damai. 
Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan 
Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan 
berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam 
pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu 
hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya 
pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama 
pengelolaan lingkungan hidup. 
Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat 
fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung 
resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan 
dampak, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan 
ekonomi juga harus berwawasan lingkungan. 
 12 
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi 
kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi 
mendatang untuk memenuhi kebutuhannya di masa depan. Pembangunan 
berkelanjutan adalah pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu 
pembangunan yang melestarikan fungsi lingkungan dari generasi ke generasi. 
Tingkat akseptansi masyarakat terhadap pemanfaatan energi nuklir untuk 
pembangkitan tenaga listrik masih rendah, karena lemahnya pemahaman 
pemanfaatan energi nuklir secara menyeluruh dan sosialisasi pemanfaatan 
energi nuklir masih terbatas, khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga 
Nuklir (PLTN). Padahal energi nuklir adalah energi yang aman, ramah 
lingkungan dan ekonomis. 
Ciri-ciri Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah:  
1. Menggunakan pendekatan integrative. 
2. Menggunakan pandangan jangka panjang 
3. Menjamin pemerataan keadilan 
4. Menghargai keanekaragaman hayati 
Dari uraian diatas ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan yang 
ditetapkan hakikatnya bercirikan pada keselarasan hubungan antara manusia 
dengan alam (lingkungan). Semua itu akan bermuara pada pembentukan 
manusia  seutuhnya. Energi nuklir saat ini di dunia sudah cukup berkembang 
dan juga sudah menjadi sumber energi yang potensial, berteknologi tinggi, 
berkeselamatan handal, ekonomis dan berwawasan lingkungan, juga 
merupakan sumber energi  alternative yang layak untuk dipertimbangkan 
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dalam perencanaan energi jangka panjang bagi kawasan Asia Tenggara guna 
mendukung pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan. 
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di 
Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengacu pada pembangunan berkelanjutan 
berwawasan lingkungan dimana tujuan dari pembangunan PLTN tersebut 
semata-mata untuk tujuan dama dan kesejahteraan, sehingga menjadi hal 
sangat penting untuk memasukkan PLTN atau energi nuklir ke dalam 
visi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pendekatan 
yang akan dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan peluang dan 
tantangan, kemudian isu PLTN dimasukkan dalam visi pembangunan 
berkelanjutan berwawasan lingkungan. 
Konsep International Governmental Organization dimana ASEAN dan 
IAEA merupakan bagian dari organisasi internasional antar-pemerintah yang 
berperan dalam pembangunan PLTN di Asia Tenggara dan konsep kepentingan 
nasional (national security) yang merupakan suatu unsur yang penting dalam 
mewujudkan dan membentuk kebutuhan negara dalam konteks pembangunan 
PLTN di masing-masing negara kawasan Asia Tenggara, selanjutnya konsep 
Pembangunan Berwawasan Lingkungan merupakan suatu acuan dalam rencana 
pembangunan PLTN di Indonesia, Malaysia dan Vietnam mengingat 
pembangunan tersebut untuk tujuan damai dan kesejahteraan negara. Ketiga 
konsep ini akan penting dalam menjawab serta mendalami rumusan-rumusan 
masalah yang telah dibatasi oleh penulis. 
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E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian  
Penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian yang bersifat 
deskriptif, yaitu menggambarkan mengenai peluang dan tantangan 
kawasan Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Vietnam) dalam 
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data 
primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil interview dengan 
staf Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Sedangkan data sekunder 
yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, 
majalah, surat kabar dan internet. Adapun data sekunder yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini antara lain; data mengenai perkembangan rencana 
pembangunan PLTN di Asia Tenggara, data mengenai strategi dan 
putusan kebijakan pemerintah negara-negara di Asia Tenggara. 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa 
telaah pustaka (library research) dan studi dokumen yaitu dengan 
mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang 
akan dibahas berupa buku, dokumen, jurnal, artikel, majalah atau surat 
kabar, internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan 
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permasalahan yang akan penulis teliti. Bahan-bahan tersebut akan 
dikumpulkan dari tempat-tempat berikut ini: 
a. Kantor Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Jakarta. 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
c. Perpustakaan Fisip Unhas. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah analisis 
data kualitatif, dengan menganalisa kemudian disimpulkan sedangkan data 









A. Konsep International Governmental Organization (IGO) 
Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk 
mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka 
mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan 
negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks 
hubungan internasional. 
Organisasi Internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan 
internasional. Kata internasional diartikan dalam beberapa makna. Pertama 
adalah intergovernmental yang berarti interstate atau hubungan antara wakil 
resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antara individu-individu 
dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan 
intergovernmental yang disebut dengan hubungan transnasional. Ketiga, 
hubungan antara suatu cabang pemerintah di suatu negara (seperti Departemen 
Pertahanan) dengan suatu cabang pemerintah di suatu negara lain (seperti 
Departemen Pertahanan atau Badan Intelijennya) dimana hubungan tersebut 
tidak melalui jalur kebijakan luar negeri disebut transgovernmental. Ketiga 
hubungan ini termasuk dalam hubungan internasional. Kemudian 
Organizations dalam kata international organizations sering menjadi 
permasalahan dengan bentuk tunggalnya (singular) yaitu organization. Dalam 
hal ini dijelaskan bahwa organization adalah suatu proses sedangkan 
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international organization adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase 
dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu.
6
 
Jika dilihat dari sejarahnya, gagasan pemikiran organisasi internasional 
telah ada sejak zaman Yunani Kuno (Ancient Greece). Hal ini dapat dilihat dari 
tulisan Thuycides
7
 yang menggambarkan hal-hal seperti perundingan, 
perjanjian, aliansi, dan pola kerjasama, serta adanya ketergantungan pertahanan 
keamanan regional, dimana seluruhnya dapat dikatakan sebagai bentuk 
sederhana dari kerjasama internasional yang selalu dibutuhkan dalam 
organisasi internasional. 
Pada era Yunani Kuno, Liga Amphictyonic dapat dikatakan model 
pertama dari bentuk  organisasi internasional dimana liga tersebut merupakan 
perkumpulan aktor-aktor yang terdapat pada masa itu dan memiliki tujuan 
yang sama, model perkumpulan ini bersifat keagamaan dengan tetap berusaha 
untuk mempertahankan tempat yang dianggap suci. 
Hubungan internasional merupakan hubungan politik antar negara, namun 
dalam perkembangan konsepnya berkembang ke hubungan yang semakin 
kompleks dan mencakup semua interkasi yang berlangsung secara lintas batas 
negara. Organisasi internasional dan kerjasama internasional mulai tumbuh 
setelah perjanjian perdamaian Westphalia pada tahun 1648, dimana perjanjian 
ini cukup dikenal sebagai tahap awal diakuinya sistem negara bangsa dan 
perimbangan kekuatan yang hingga saat ini masih diterapkan dan cukup 
dominan dalam interaksi hubungan internasional.  
                                                         
6 Clive Archer author of International Organization 
7
 Sejarawan Yunani Kuno dan pengarang buku History of the Peloponessian War 
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Organisasi internasional mulai bermunculan dalam penyelesaian masalah-
masalah global. Dalam konsep hubungan internasional, berbagai organisasi-
organisasi internasional baik organisasi inter-governmental maupun non-
governmental telah menujukkan eksistensinya menjadi aktor yang berperan 
penting dalam politik internasional. Namun dalam penerapan bentuk-bentuk 
kerjasama internasional, negara merupakan aktor dominan dalam hubungan 
internasional tetap memegang peranan penting. Bowet mengemukakan 
pendapatnya bahwa meskipun tidak terdapat banyak definisi yang diterima 
secara umum, pada dasarnya organisasi internasional memiliki peranan yang 
didirikan atas dasar suatu perjanjian internasional yang kebanyakan adalah 




Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi organisasi 
internasional secara lengkap dan menyeluruh. Organisasi internasional menurut 
Rudy, dapat didefinisikan sebagai berikut: 
 “Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari 
struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta melaksanakan 
fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna 
mengusahkan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta 
disepakati bersama, baik antar pemerintah dengan pemerintah ataupun 
antar sesame kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.” 
 
Jadi, organisasi internasional menurut penegertian di atas mencakup 
beberapa unsur, yaitu:  
 
                                                         
8 Teuku May Rudy, Hukum Internasional 2, Bandung, Refika Aditama, hal 86 
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1. Ruang lingkup dari bentuk kerjasama organisasi internasional yaitu 
melintasi batas-batas negara. 
2. Memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta 
melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. 
3. Adanya usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati 
bersama baik antar pemerintah maupun non-pemerintah. 
Organisasi internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 
“any cooperative arrangement instituted among states, usually by basic 
agreement, to perform some mutualy advantageous functions implemented 
trough periodic meetings and staff activities”. (Pengaturan bentuk kerjasama 
internasional yang melembaga antar negara-negara, umunya berlandaskan 
suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi 




Pengertian organisasi internasional tersebut diatas, mencakup unsur-unsur 
yaitu: 
1. Adanya keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama. 
2. Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala. 
3. Adanya staf yang bekerja sebagai „pegawai sipil internasional‟. 
 Dalam menanggapi permasalahan meningkatnya kompleksitas dan 
urgensi seperti masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik bersama dan 
sebagai perkembangan  alami pendekatan khusus, negara-negara menggunakan 
                                                         
9 Ibid, hal 93 
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organisasi-organisasi antar pemerintah untuk memudahkan pemecahan 
masalah kolektif negara-negara yang bersangkutan tersebut, kemudian 
organisasi internasional tersebut menjadi permanen sehingga dapat menangani 
masalah, baik yang spesifik maupun yang berkaitan dalam jangka yang 
panjang, atau bersifat sementara agar dapat segera dibubarkan apabila telah 
menemukan pemecahan yang sempurna dan mewujudkan pemecahan tersebut 
dalam seperangkat aturan. 
Sejak kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi serta adanya 
pengakuan bahwa bisnis dan kepentingan-kepentingan lainnya dapat 
melampaui batas-batas internasional, dalam dewasa ini para pelaku hubungan 
internasional terlanjur terbiasa memusatkan perhatian pada organisasi 
internasional baik organisasi antar pemerintah (International Governmental 
Organization) maupun organisasi internasional non pemerintah (International 
Non-Governmental Organization).  
Penggolongan organisasi internasional ada 2 macam yaitu:
10
 
1. Organisasi internasional antar-pemerintah, anggotanya terdiri dari delegasi 
resmi pemerintah negara-negara. Contohnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), World Trade Organization (WTO), International Atomic Energy 
Agency (IAEA). 
2. Organisasi internasional non-pemerintah, terdiri dari kelompok-kelompok 
swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau 
                                                         
10 Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Mochammad Yani, op cit., hal. 93-94 
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ekonomi dan lain-lain. Contohnya: Greenpeace, Palang Merah 
Internasional (PMI). 
Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini 
telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai 
permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi 
internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara  secara tidak 
langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan 
manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani 
masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. 
Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:
11
 
1. sebagai instrument dimana organisasi internasional digunakan oleh 
negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan 
tujuan politik luar negerinya. 
2. Sebagai arena dimana organisasi internasional merupakan tempat 
bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas 
masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional 
digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam 
negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan 
untuk mendapat perhatian internasional. 
                                                         
11 Clive Archer, “International Organizations” dalam Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan 
Mochammad Yani, Ilmu Hubungan Internasional, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006, hal. 
95 
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3. Sebagai aktor independen dimana organisasi internasional dapat 
membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh 
kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. 
Dari ketiga kategori diatas kerjasama yang dilakukan oleh IAEA dan 
negara-negara di kawasan Asia Tenggara masuk dalam kategori organisasi 
internasional sebagai instrument dimana IAEA digunakan oleh Indonesia, 
Malaysia dan Vietnam untuk mencapai tujuannya yaitu rencana pembangunan 
Pembangkit listrik tenaga Nuklir. 
Suatu organisasi internasional yang bersifat fungsional sudah tentu 
memiliki fungsi dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi ini bertujuan untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian 
bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. 
Fungsi organisasi internasional menurut A. Le Roy Bannet adalah:
12
 
1. to provide the means of cooperation among states in areas which 
cooperation provides advantages for all or a large number of nations 
(menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan 
antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang 
besar bagi seluruh bangsa) 
2. to provides multiple channels of communication among governments so 
that areas of accommodation may be explored and easy acces will be 
available when problems arise (menyediakan banyak saluran-saluran 
                                                         
12 Ibid, hal. 97 
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komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika 
masalah muncul ke permukaan). 
Peran IAEA sebagai organisasi internasional antar-pemerintah merupakan 
kegiatan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yaitu 
Indonesia, Malaysia dan Vietnam yang berencana membangun Pembangkit 
Listrik Tenaga Nuklir semata-mata untuk tujuan damai dan kesejahteraan 
masyarakat. IAEA sebagai organisasi internasional antar-pemerintah 
memegang kekuasaan penuh dalam perijinan pembangunan PLTN bagi negara-
negara anggotanya. 
 
B. Konsep Kepentingan Nasional (National Interest) 
Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku 
politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional juga dapat dilihat dari 
usaha yang dilakukan sebuah negara dalam memposisikan dirinya di dunia 
internasional. Kebijakan luar negeri dari sebuah negara akan mencerminkan 
kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan. Kepentingan nasional sebuah 
negara dipengaruhi berbagai macam faktor internal dan eksternal. Beberapa 
negara akan memiliki prioritas kepentingan yang berbeda diantara negara-negara 
lainnya. Masalah yang dihadapi sebuah negara akan membantu dalam 




Menurut Holsti, konsep kepentingan nasional dapat didefinisikan 
sebagai berikut: 
 Kepentingan nasional itu dapat diklafikasikan kedalam tiga 
klafikasi. Pertama, core values, sesuatu yang dianggap paling vital 
bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara. Kedua,  
middle range objectives, biasanya menyangkut  tentang 
peningkatan derajat perekonomian suatu negara, dan yang ketiga 
long range goals yaitu yang bersifat ideal misalnya, keinginan 




Dari konsep kepentingan nasional yang diungkapkan oleh Holsti dan 
Wolfers diatas, menegaskan bahwa kepentingan nasional tidak dapat terlepas 
pada eksistensi suatu negara, kepentingan peningkatan derajat perekonomian 
suatu negara dan   keinginan suatu negara untuk mewujudkan perdamaian dan 
ketertiban dunia. 
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir yang 
direncanakan oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, 
Malaysia dan Vietnam mengacu pada klafikasi yang kedua yaitu middle range 
objectives dimana klafikasi ini menyangkut mengenai peningkatan derajat 
perekonomian suatu negara melalui rencana pembangunan PLTN yang 
bertujuan damai dan untuk kesejahteraan. 
Kepentingan nasional seringkali juga disebut sebagai tujuan utama suatu 
negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Dalam menjalin sebuah 
hubungan dengan negara lain tentu saja banyak mengusung berbagai macam 
entry point yang secara umum menjadi tujuan-tujuan dari kerjasama atau 
hubungan yang dijalin. Maka dari hubungan tersebut kepentingan nasional 
                                                         
13 K.J. Holsti, dalam Umar Suryadi Bakry, Pengantar Hubungan Internasional, Jayabaya 
University Press, Jakarta: 1999, Hal 63 
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muncul sebagai target dari hubungan kerjasama, baik secara bilateral, trilateral 
maupun multilateral secara garis besarnya, tetapi secara khusus dari tujuan-
tujuan tadi pada akhirnya inti dari hubungan itu adalah Kepentingan Nasional. 
Wolfers, mengungkapkan kepentingan nasional: 
 Kepentingan nasional adalah mencakup keutuhan wilayah suatu 
bangsa, kemerdekaan, dan kelangsungan hidup nasional. Namun, 
kelangsungan hidup nasional itu sendiri diberi bermacam-macam 
interprestasi oleh bermacam-macam negara yang menghadapi 





Pandangan di atas menunjukkan bahwa hubungan antar negara yang 
tercipta dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional dari negara tersebut 
yang menjadi wujud dari kepentingan nasionalnya. Rudi mengartikan kepentingan 
nasional (national interest) sebagai “tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan 
dengan kebutuhan negara yang dicita-citakan. Kepentingan nasional yang bersifat 
vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-
nilai inti (core values)  yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya.  
Kepentingan nasional merupakan konsep kunci dalam segala kebijakan 
yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap negara lain dan merupakan tujuan 
umum yang akan terus berkesinambungan agar suatu negara dapat bertindak. Oleh 
karenanya dapat disebutkan bahwa kepentingan nasional itu merupakan aspirasi 
sebuah negara dan dari kepentingan tersebut dapat diambil langkah-langkah 
kebijaksanaan terhadap lingkungan tempat berinteraksinya negara tersebut. 
                                                         
14 Arnolds Wolfers, dalam Robert L. Pfatzgraff, Jr dan James E. Dougherty: Contending Theories 
in International Relations, JB. Lippncot CO, New York: 1971 
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Pengertian Kepentingan national itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh 
Nasrun: 
 Kepentingan nasional biasanya meliputi kepentingan-kepentingan 
yang berkaitan dengam keutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan 
ideologi politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, 
kehidupan pertahanan kemanan, dan kemampuan politik luar negeri 
dan diplomasi. Dari hal ini sangat jelas bahwa kepentingan nasional 






Suatu negara harus bertindak secara nyata ketika memutuskan atau 
mendeklarasikan kepentingan nasionalnya. Pada dasarnya kepentingan nasional 
adalah hal yang bersifat abstrak, tetapi sarana yang dilaluinya adalah sesuatu yang 
nyata. Konsep kunci yang dipergunakan pembuat kebijakan dalam memakai 
pertimbangan nilai pada realitas tindakan politik adalah kepentingan nasional.  
Sejak penandatanganan perjanjian Westphalia yang menandai pengakuan 
negara berdaulat, negara-negara mengalami perkembangan baik internal maupun 
eksternal. Sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, negara akan saling 
mempengaruhi dan beberapa saling membutuhkan. Dalam interaksinya negara 
akan menjalin kerjasama dengan negara lain baik dibidang ekonomi, politik, 
maupun militer untuk mencapai kesejahteraan negara tersebut. Ketidakmampuan 
negara dalam memenuhi kepentingannya sendiri telah menjadi landasan dalam 
melakukan interaksi. 
Kepentingan nasional menurut Yusuf adalah sebagai berikut” 
“Kepentingan nasional termasuk dalam visium dan diperjuangkan 
oleh suatu bangsa atau negara untuk dipergunakan dalam rangka 
                                                         
15 Nasrun Mappa, Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Pasifik Selatan Masalah dan 
Prospek, Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1990, hal. 3 
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ketertiban nasional. Konsep ini adalah buatan manusia dan 
dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin negara dan para ahli teori 
politik dan dipatuhi oleh masyarakat, karena disangkutkan pada 
situasi sosial dan mencerminkan adanya nilai-nilai, ide-ide, 
kepentingan golongan dan juga kepentingan pada perumusnya”.16 
 
  Pandangan tersebut menekankan bahwa kepentingan nasional negara-
negara, selain merupakan cerminan kondisi dalam negeri, juga mencerminkan 
keterkaitan internasional dalam keberadaaan suatu negara. Pada satu sisi, 
kepentingan nasional merupakan pernyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan 
dalam negeri yang diharapkan terpenuhi dengan melakukan hubungan ke luar 
negeri, baik bilateral maupun multilateral. Sementara pada sisi lain, konsep ini 
juga diharapkan ada tanggung jawab internasional dari setiap negara di dunia, 
yakni menciptakan ketertiban dan perdamaian internasional. 
Dalam mengatasi kepentingan suatu negara yang menyentuh wilayah 
negara lain, misalnya secara geostrategik, geopolitik dan geoekonomi tentunya 
negara memainkan peranan lebih dalam melihat peluang dan tantangan dari 
wilayah yang memiliki sumber daya alam dalam memenuhi dan membantu 
terwujudnya kepentingan nasional. Dalam kerangka eksternal, dalam artian 
pemenuhan kepentingan nasional dengan melakukan hubungan atau 
melibatkan negara lain. 
Setiap negara dalam kepentingan nasionalnya adanya kebebasan, 
kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, 
ketertiban, serta keamanan. Sejauh mana sasaran ini dapat dicapai tergantung 
pada seberapa penting sasaran tersebut bagi suatu negara. 
                                                         
16
 Safri Yusuf, Hubungan Internasinal dan Politik Luar Negeri, Sebuiah Analisis Teoritis dan 
Uraian Tentang Pelaksanaannya, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989, hal. 77 
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  Berdasarkan asumsi seperti itu, maka kepentingan nasional dapat 
diklasifikasikan menjadi enam vaiabel yang dikemukakan oleh Robinson, 
sebagaimana dikutip oleh J. salusu
17
 membagi kepentingan nasional sebagai 
berikut: 
1. Primary Interest, yakni kepentingan yang meliputi perlindungan atas 
wilayah negara dan identitas politik dan kebudayaan serta kelanjutan 
hidup bangsa terhadap gangguan yang berasal dari luar, kepentingan ini 
tidak akan pernah dikompromi. Semua negara mempunyai kepentingan 
serupa dan sering dipertahankan dengan pengorbanan yang lebih besar. 
2. Secondary Interest, yakni kepentingan yang berada diluar kepentingan 
primer, tetapi cukup memberi konstribusi pada kepentingan itu, misalnya 
melindungi warga negara di luar negeri dan memepertahankan kekebalan 
diplomatik atas para diplomatik di luar negeri. 
3. Permanent Interest, yakni kepentingan yang relative konstan untuk jangka 
waktu yang lama. Seperti kepentingan Inggris untuk mempengaruhi lautan 
selama berabad-abad. 
4. Variable Interest, yakni kepentingan yang berubah-ubah yang oleh Negara 
dianggap sebagai kepentingan nasional pada saat tertentu, biasanya lahir 
dari pernyataan-pernyataan perorangan, kepentingan kelompok dan lain-
lain. 
5. General Interest, yakni kepentingan yang bersifat umum yang dapat 
diberlakukan untuk banyak negara dan untuk wilayah geografis yang luas, 
                                                         
17 J. Salusu, “Makalah Untuk Dialog Perdamaian Dunia”, Himahi, Ujung Pandang, 25 Oktober 
1988. Hal. 7 
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atau untuk beberapa bidang khusus, seperti dalam bidang perdagangan, 
inverstasi, dan lain-lain. 
6. Specific Interest, yakni kepentingan khusus tidak termasuk dalam 
kepentingan umum, namun biasanya ditentukan dari sana, lebih berkaitan 
dengan satu daerah tertentu atau saat tertentu. 
Berdasarkan pandangan yang dikemukakakn diatas maka dapat dijelaskan 
bahwa kepentingan nasional merupakan salah satu elemen yang berperan 
penting dalam melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Negara 
memegang peranan penting dalam mengontrol kepentingan nasionalnya dalam 
hal ini menjaga dan bertanggungjawab penuh untuk mengatasi berbagai 
masalah di dunia yang dianggap sebagai kepentingan global dari suatu negara. 
Dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan 
yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa dan negara atau 
sehubungan dengan hal yang dicita-citakan.  Dalam hal ini kepentingan 
nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah 
keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) 
serta kesejahteraan.  Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (Security) dari 
kesejahteraan (Prosperity). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan 
“tujuan nasional”. Contohnya dalam rencana pembangunan PLTN yang akan 
dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Vietnam tentunya didasari oleh adanya 
kepentingan nasional dari negara-negara tersebut seperti kepentingan 
pembangunan ekonomi, kepentingan pengembangan dan peningkatan kualitas 
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Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepentingan mengundang investasi asing 
untuk mempercepat laju industrialisasi. 
Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi 
para pengambil keputusan (decision makers) masing-masing negara sebelum 
merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan.  Bahkan setiap langkah 
kebijakan luar negeri (Foreign Policy) perlu dilandaskan kepada kepentingan 
nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang 
dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”18 
Menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum 
negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan 
kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara 
menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama 
atau konflik. Rencana pembangunan PLTN di Indonesia, Malaysia dan 
Vietnam yang bertujuan damai dan kesejahteraan negara tentu bersifat 
kerjasama bukan melalui konflik. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-
negara tersebut dilakukan guna tercapainya kepentingan nasional masing-
masing negara di kawasan Asia Tenggara, dan untuk mencapai tujuan bersama. 
Kepedulian terhadap masalah-masalah global mungkin akan berlanjut 
terus pada tingkat organisasi nasional dan internasional dan diantara golongan 
cendekiawan dan orang-orang bisnis. Masalah global seperti perang nuklir, 
ketidakseimbangan ekologis, sumber alam yang semakin menipis, polusi 
lingkungan dan pertumbuhan penduduk, mendorong dibentuknya suatu 
                                                         
18 Teuku May Rudy, Study Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang 
Dingin, Refika Aditama, 2002, Bandung, hal 116 
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institusi yang berorientasi global dan bukan nasional. Hal inilah yang akan 
dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Vietnam untuk membangun kerjasama 
internasional dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).  
C. Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan 
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. 
Pembangunan dalam prosesnya tidak terlepas dari penggunaan sumberdaya 
alam, baik sumberdaya alam yang terbarukan maupun sumberdaya alam tak 
terbarukan. Seringkali di dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak 
memperhatikan kelestariannnya, bahkan cenderung memanfaatkan dengan 
sebanyak-banyaknya. Di sisi lain, pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan 
dampak terhadap sumber daya alam. 
Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan 
berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam 
pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan 
mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan 
terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan 
tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan tersebut harus 
memperhatikan lingkungan sejak mulai pembangunan direncanakan sampai 
pada waktu operasi pembangunan. 
Pembangunan Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan berencana 
dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana untuk 
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pembangunan yang berkesinambungan guna meningkatkan mutu hidup
19
. 
Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di 
Indonesia, Malaysia dan Vietnam ini mengacu pada pengertian konsep 
pembangunan berwawasan lingkungan tersebut mengingat rencana 
pembangunan PLTN bertujuan damai dan menciptakan kesejahteraan negara. 
Menurut Soeriaatmadja, dalam perencanaan pembangunan berwawasan 
lingkungan hendaknya melibatkan para pengambil keputusan, baik pelaku 
kegiatan pembangunan maupun yang akan terkena dampak dari kegiatan 
tersebut.
20
 Misalkan jika suatu pemerintahan merencanakan untuk 
membangunan PLTN di suatu tempat, maka sebelum kegiatan pembangunan 
PLTN tersebut dilaksanakan kegiatan studi kelayakan untuk menilai 
kesesuaian lahan untuk pembangunan PLTN serta meprediksi konsekuensi dari 
penggunaan PLTN. 
Di dalam istilah sehari-hari, pembangunan berwawasan lingkungan hidup 
sering dikemukakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Adapun pengelolaan 
lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, 
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian 
lingkungan hidup. 
                                                         
19 Undang-Undang Lingkungan Hidup, Tahun 1982 
20 Soeriaatmadja, Pola Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan dalam Ruang 
lingkup Global. Makalah pada Latihan kerja widyaiswara IPA se-Indonesia di PPPG IPA, 1997, 
Bandung, hal 10 
 33 
Pengertian pembangunan berwawasan lingkungan tersebut memberikan 
gambaran bahwa minimal terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 
pembangunan berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan yaitu: 
1. pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana; 
2. pembangunan berkesinambungan sepanjang masa; dan 
3. peningkatan kualitas hidup generasi. 
Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berimbang haruslah 
berorientasi pada kebutuhan pokok hidup manusia, pemerataan sosial, 
peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan yang berkesinambungan. Agar 
pembangunan yang berwawasan lingkungan ini dapat berjalan dengan baik, 
maka pembangunan tersebut perlu memiliki pandangan jauh ke depan yang 
dirumuskan sebagai visi pembangunan. Dan dapat diimplementasikan ke dalam 
pembangunan jangka panjang secara ideal serta berorientasi kepada 
kepentingan seluruh rakyat. Visi pembangunan yang dimaksud adalah 
tercapainya peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui: 
pengembangan kecerdasan, pengembangan teknologi, ketrampilan dan moral 
pembangunan sumber daya manusia yang tanggap terhadap perkembangan 
ilmu pengetahuan, serta seni untuk mengelola sumber daya alam secara 
bijaksana dan berkesinambungan. 
Oleh karena itu, pembangunan harus mengandung makna perkembangan 
dan perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui keadilan. Berhasil atau 
tidaknya visi ini sangat tergantung pada misi pembangunan melalui strategi 
pembangunan yang dijalankan. 
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Adapun ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan adalah: 
1. Pembangunan dilaksanakan berdasarkan nilai kemanusiaan. 
2. Pembangunan yang memperhatikan lingkungan fisik (ramah 
lingkungan) alam dan lingkungan sosial. 
3. Pembangunan yang mencerminkan usaha peningkatan produksi 
nasional berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif. 
4. Pembangunan yang dapat memperluas kesempatan kerja untuk 
menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan 
ekonomi. 
5. Pembangunan yang bertujuan menuju pemerataan atau keseimbangan 
pendapatan antar golongan dan antar daerah. 
6. Pembangunan yang memiliki usaha terus menerus menjaga stabilitas 
ekonomi dan sosial, budaya, poltik, dan keamanan. 
Dari keenam ciri pembangunan berwawasan lingkungan diatas, dapat 
menegaskan bahwa rencana pembangunan PLTN di Indonesia, Malysia dan 
Vietnam mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan yang 
berkelanjutan dimana rencana pembangunan PLTN bertujuan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja di 
masing-masing negara dan selain itu renacana pembangunan PLTN ini 
memperhatikan lingkungan fisik alam dimana didasari oleh standard-standard 
yang telah ditentukan oleh badan atom internasional. 
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Strategi pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan potensi sumber 
daya manusia dalam mendayagunakan sumber daya alam dengan segenap 
peluang serta kendalanya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:  
1. Penggunaan teknologi bersih yang berwawasan lingkungan dengan 
segala perencanaan yang baik dan layak.  
2. Melaksanakan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat 
guna dalam menghasilkan barang dan jasa yang unggul, tangguh dan 
berkualitas tinggi, yang berdampak positif bagi kelangsungan hidup 
pembangunan itu sendiri. 
3. Adanya pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya 
pembangunan, sehingga sesuai dengan rencana dan tujuannya.  
Selain itu pembangunan harus dilaksanakan sesuai misinya, seperti adanya 
rencana pembangunan dan pemantauan, harus dilakukan pengevaluasian serta 
pengauditan. Bertujuan untuk memberikan umpan balik yang diperlukan bagi 
penyempurnaan pelaksanaan maupun tahap perencanaan pembangunan 
berikutnya. 
Pada saat ini upaya pembangunan perlu melalui suatu analisa dan 
pengelolaan resiko, pelengkapan kegiatan dengan audit lingkungan, serta 
ekolabel. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan untuk meningkatkan 
kualitas hidup dapat terlaksana dengan berhasil dan berkesinambungan. 
Perhatian pada dampak lingkungan dalam hubungan interaksi antara 
sumber daya, produsen, konsumen, perlu dikaitkan dengan perencanaan 
manajemen lingkungan dan perencanaan pengawasan lingkungan. 
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Dalam pengevaluasian alternatif pembangunan perlu dilalui beberapa 
tahap penyaringan sehingga nantinya terpenuhi pilihan yang benar-benar 
sesuai. Tahap-tahap penyaringan tersebut adalah sebagai berikut:
21
 
1. Penyaringan Teknologi   
Pada tahap ini dilihat apakah suatu alternatif pembangunan secara 
teknologi memadai.  
2. Penyaringan Lingkungan   
Setelah melalui tahap I, alternatif pembangunan tersebut 
selanjutnya melalui penyaringan lingkungan, untuk melihat apakah 
secara lingkungan memadai.  
3. Penyaringan Sosial-Ekonomi   
Setelah memadai dari segi teknologi dan lingkungan, selanjutnya 
melalui penyaringan sosial-ekonomis, untuk dikaji apakah 
alternatif tersebut memadai secara sosial-ekonomi.  
Pada setiap tahap tersebut terdapat umpan balik, sehingga bila suatu 
alternatif tidak memadai, akan disesuaikan kembali sehingga dapat memenuhi 
persyaratannya. Setelah melalui ketiga tahap tersebut sehingga suatu alternatif 
pembangunan layak secara teknologi, lingkungan, dan sosial-ekonomi, barulah 
kemudian alternatif tersebut menjadi pilihan untuk dijalankan.  
Dalam perencanaan pembangunan PLTN di Asia Tenggara yaitu 
Indonesia, Malaysia dan Vietnam ketiga tahap penyaringan diatas yaitu tahap 
teknologi, tahap lingkungan, dan tahap sosial-ekonomi sangat diperlukan guna 
                                                         
21 Muryidarso Daniel, Mekanisme Pembangunan Bersih, Kompas, 2003, Jakarta, hal. 97 
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melihat potensi pembangunan PLTN apakah layak secara teknologi, 
lingkungan dan sosial-ekonomi untuk menjadi pilihan sebagai sumber energi 
alternatif.  
Kemampuan teknologi perlu ditingkatkan dengan mengacu kepada 
berbagai peluang, satu atau pun beberapa kombinasi beberapa peluang tersebut 
adalah penghematan sumber daya, pemulihan kembali sumber daya, 
pemakaian ulang bahan, pendaurulangan limbah, umur produk, penghindaran 
manipulasi selera konsumen, pengorientasian teknologi, penginsentifan 
teknologi lingkungan.  
Penghematan sumber daya  berbagai sumber daya baik bahan maupun 
energi berada dalam kegiatan terbatas. Ini termasuk ruang, lahan, air, mineral, 
dan sebagainya. Teknologi yang menggunakan sumber daya yang hemat akan 
berdampak positif terhadap peningkatan daya dukung. Dalam kalangan industri 
dapat diusahakan dengan mengembangkan sistem pertukaran limbah, karena 
sesuatu yang merupakan limbah bagi suatu industri mungkin masih merupakan 
suatu sumber daya bagi industri lainnya. Demikian pula gagasan untuk 
menjadikan kawasan industri sebagai taman industri, sehingga kecuali akan 
terjadi kebersihan dan keserasiannya sebagai taman, dapat juga berfungsi 
sebagai arena rekreasi. Jadi menghemat sumber daya lahan.  
Pemakaian ulang bahan,  berbagai teknologi dikembangkan untuk 
mengejar efisiensi, kepraktisan, kemudahan, dan sebagainya seringkali menjadi 
bumerang dengan pengurasan sumber daya dan limbah yang yang berlebihan, 
seperti penggunaan kaleng, kotak, atau plastik. Penggunaan botol sebagai 
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kemasan minuman merupakan hal lebih bijaksana karena dapat diperguanakan 
ulang.  
Pendaurulangan limbah,  upaya pendaurulangan limbah yang tidak 
terhindarkan dalam produksi maupun konsumsi perlu dijadikan pegangan 
dalam berbagai kebijaksanaan pembangunan industri. Pendaurulangan ini akan 
menghemat biaya seperti pendaurulangan air limbah yang nantinya air hasil 
pendaurulangan akan dapat dipergunakan ketimbang menggunakan air baru 
yang harganya lebih mahal.  
Umur produk  umur, produk perlu diusahakan untuk diperpanjang dengan 
teknologi. Ada kecendrungan bahwa berbagai produksi saat ini berumur makin 
pendek dibandingkan dengan umur produk industri di masa lampau. Hal ini 
terjadi karena teknologi yang dikembangkan dituntut oleh orientasi ekonomi 
yang mengejar keuntungan sesaat lebih daripada memikirkan dampak jangka 
panjang terhadap lingkungan. Misalnya pipa air yang berumur pendek akan 
memacu pertumbuhan pabrik pipa air tetapi akan mencemari lingkungan lebih 
daripada pipa air yang tahan lama. Hal ini menuntut orientasi pertumbuhan 
ekonomi yang disesuaikan dampaknya terhadap lingkungan.  
Penghindaran manipulasi selera konsumen,  konsumen seringkali menjadi 
korban perkembangan teknologi yang sepintas lalu canggih, memenuhi selera 
kemewahan dan kemudahan, tapi merangsang pola konsumsi yang berlebihan 
dan akhirnya memacu terbentuknya limbah. Gerakan konsumen hijau sebagai 
salah satu upaya menghadapi hal ini bertindak menolak produk yang merusak 
lingkungan.  
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Pengorientasian teknologi pada rakyat, tekonologi perlu berorientasi 
kepada rakyat banyak, berbagai upaya sosial dalam pembangunan industri, 
pendidikan dan pelatihan, sebagai upaya pengsosialisasian teknologi.  
Penginsentifan teknologi, lingkungan  citra pembangunan dengan 
teknologi yang bersih adalah dengan memperlakukan limbah sebagai insentif, 
perlunya suatu industri pengolahan limbah, sehingga limbah tidak lagi menjadi 
pencemar tetapi dapat dimanfaatkan kembali. 
Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah pendayagunaan 
sumber daya alam sebagai pokok kemakmuran rakyat yang dilakukan secara 
terencana, bertanggungjawab, dan sesuai daya dukungnya dengan 
mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan 
kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan 
berkelanjutan. 
Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan adalah pembangunan 
yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan 
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya di masa 
depan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan berwawasan 
lingkungan, yaitu pembangunan yang melestarikan fungsi lingkungan dari 
generasi ke generasi.
22
 Tingkat akseptansi masyarakat terhadap pemanfaatan 
energi nuklir untuk pembangkitan tenaga listrik masih rendah, karena 
lemahnya pemahaman pemanfaatan energi nuklir secara menyeluruh dan 
sosialisasi pemanfaatan energi nuklir masih terbatas, khususnya untuk 
                                                         
22 Werdi Putra Daeng Beta, “PLTN dalam Visi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan 
Lingkungan”, Bapetan, 2011, Yogyakarta, hal. 2 
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Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal energi nuklir adalah energi 
yang aman, ramah lingkungan dan ekonomis. Sehingga menjadi hal sangat 
penting untuk memasukkan PLTN atau energi nuklir ke dalam visi 
pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. 
Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya pada 
pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga mencakup tujuan sosial dan ekologi. 
Tujuan ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, eko-efisiensi, pemerataan, 
dan stabilitas. Tujuan sosial mencakup pengentasan kemiskinan, pemberdayaan 
masyarakat , pemantapan jati diri (identitas) bangsa, sumber daya manusia 
berkelanjutan, mobilitas dan kebersamaan, serta pembinaan sistem 
kelembagaan. Tujuan ekologi mencakup integritas ekosistem, pelestarian 
keanekaragaman hayati, pencegahan pemborosan sumber daya alam, 
pencegahan pencemaran, dan pemulihan lingkungan hidup yang rusak.
23
 
Dalam hal ini Indonesia, Malaysia dan Vietnam berencana membangunan 








                                                         
23 Yenny Hendriani & Made Alit Mariana, Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan 




ENERGI NUKLIR UNTUK PLTN DI NEGARA-NEGARA ASEAN 
(INDONESIA, VIETNAM DAN MALAYSIA) 
 
A. Perkembangan Teknologi Pemanfaatan Energi Nuklir 
Sebelum pertengahan abad 20, terdapat suatu fase dimana nuklir 
dikembangkan dan dipergunakan secara rahasia. Pada waktu itu dua negara 
adidaya berlomba untuk mengembangkan energi nuklir sebagai senjata. 
Contohnya yaitu Amerika Serikat, dimana negara ini telah mengadakan 
serangkaian percobaan penggunaan bom nuklir sebanyak 42 kali di tahun 
1945.
24
 Demikian juga Rusia telah mencurahkan perhatiannya bagi 
pengembangan teknologi senjata nuklir dengan melakukan serangkaian 
percobaan peledakan bom nuklir termasuk salah satu diantaranya melibatkan 
reaksi panas nuklir (thermo-nuclear reaction)
25
, hal inilah yang dianggap dapat 
membahayakan peradaban manusia. Kemudian fase ini diakhiri oleh negara-
negara yang prihatin terhadap adanya persaingan persenjataan nuklir.  
Pidato bersejarah dari Dwight D. Eisenhower, presiden Amerika Serikat 
pada tahun 1953 yang berjudul “Atoms for Peace” (Atom untuk Perdamaian) 
dimana  merupakan pidato D Eishenhower pada 8 Desember 1953, yang dalam 
pidatonya dan dihadapan majelis umum PBB dikatakan bahwa:  
                                                         
24
 AS mengakui memiliki senjata nuklir dengan hulu ledak aktif 5735 buah dari total sejumlah 
9960, lihat Robert S. Norris and Hans M. Kristensen, “U.S. Nuclear Forces, 2006”, Bulletin of the 
Atomic Scientists Vol 1 Jan/Feb 2005, 68-71, hal 61 
25
 Sama dengan AS, Rusia (bekas Uni Soviet) juga mengakui mempunyai senjata nuklir dengan 
5830 hulu ledak aktif dari total 16.000, lihat Robert S. Norris and Hans M. Kristensen, “Russian 
Nuclear Forces, 2006”, Bulletin of the Atomic Scientists Vol 2 March/Aprl 2006, 64-67, hal 62. 
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…AS beserta negara sekutunya Inggris dan Perancis bermaksud 
untuk mengadakan perundingan bersama dengan Uni Soviet sebagai 
para pihak “principally involved” untuk menghasilkan suatu 
persetujuan yang nyata untuk mencari jalan keluar yang dapat 
diterima oleh negara-negara bagi penggunaan senjata nuklir untuk 
menuju perdamaian, yang diyakini merupakan cara untuk 
melonggarkan ketegangan negara-negara di dunia dengan bantuan 
PBB...”, 26 
 
Pidato diatas merupakan cikal bakal IAEA (International Atom Energy 
Agency). Tiga kata tersebut mengandung visi yang melingkupi sepak terjang 
IAEA sejak pembentuknya bahwa tenaga atom merupakan kekuatan yang 
mempunyai potensi ganda yang sangat besar, yaitu disamping berpotensi 
sebagai senjata perusak masal yang tidak terbayangkan  (unimaginable), juga 
merupakan sumber energi yang dapat dipakai untuk kemakmuran seluruh umat 
manusia. Pada intinya dengan dibentuknya IAEA dijanjikan suatu tekad untuk 
membantu menyelesaikan dilemma energi nuklir yang hendaknya tidak 
diabdikan untuk kematian, namun diabdikan untuk kehidupan umat manusia. 
“Atom for Peace” memberikan komitmen yang dalam bahwa penemuan energi 
nuklir, pengembangan, dan teknologinya secara khusus akan terus digunakan 
untuk tujuan-tujuan damai, mengingat peristiwa yang sangat mengerikan 
dimana pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang masih segar dalam ingatan 
setiap orang pada pertengahan tahun 1950an jadi bukan perang nuklir yang 
dikehendaki tetapi nuklir untuk tujuan kemakmuran manusia.  
                                                         
26 “Atoms for Peace” dapat diakses di http://www.iaea.org/About/history_speech.html (dikunjungi 
25 Maret 2014). 
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Pembentukan IAEA adalah unutk mengawasi dan mengembangkan 
penggunaan energi nuklir dengan menekankan pada kerjasama internasional 
yang secara bersama-sama mengembangkan penggunaan nuklir secara damai. 
Diharapkan negara-negara penggunaan tenaga nuklir bersedia untuk 
meyerahkan uranium ke IAEA yang kemudian akan digunakan untuk 
keperluan pertanian, kedokteran, energi listrik, dan penggunaan yang damai 
lainnya. 
Menyusul berakhirnya Konferensi Jenewa tentang penggunaan tenaga atom 
untuk tujuan damai pada tahun 1954, banyak negara yang kemudian memulai 
program-program riset nuklirnya, yang ditandai dengan banyaknya reaktor dan 
fasilitas untuk pengolahan dan pengayaan uranium dan ekstraksi plutonium 
serta pengembanagn berbagai desain reaktor dan pembangkit dayanya. “Atoms 
for Peace” telah memberikan kontribusi dalam pembentukan Statuta IAEA. 
Pada Oktober 1956 terdapat 81 negara (termasuk Indonesia, Malaysia dan 
Vietnam) yang dengan suara bulat setuju pada Statuta IAEA dan berlaku secara 
efektif pada 29 Juli 1957. 
Pembentukan IAEA ini adalah untuk merespon kekhawatiran yang dalam 
sekaligus merupakan harapan yang tinggi terhadap penemuan energi nuklir, 
berkaitan dengan keunikan yang kontroversial yang dapat meningkatkan 
teknologi persenjataan sekaligus dapat digunakan sebagai perangkat yang 
praktis dan bermanfaat bagi kemakmuran manusia. Berkaitan dengan hal 
tersebut Statuta IAEA menetapkan tiga pilar yaitu; Keselamatan dan 
Keamanan (Safety and Security), Ilmu dan Teknologi (Science and 
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Technology), dan Pengamanan dan Verifikasi (Safeguards and Verification). 
Kemudian dalam mencapai tiga pilar tersebut IAEA mempunyai tiga misi atau 
fungsi pokok yaitu: 
1. Pemeriksaan (Inspection) fasilitas energy nuklir negara anggota yang 
secara nyata digunakan untuk tujuan damai; 
2. Menetapkan ketentuan dan standard-standard tertentu untuk menjamin 
fasilitas energy nuklir seluruh negara anggota dalam keadaan stabil; 
3. Berperan sebagai pusat jaringan bagi para ilmuan dalam mencari dan 
menerapkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.  
   Pada tahun 1970an dimulailah fase keterbukaan yang ditandai dengan 
suatu sikap yang lebih liberal, yaitu adanya kebebasan pilihan negara-negara 
atas penggunaan nuklir untuk industri dan teknologi yang memungkinkan 
adanya suatu ruang dan keleluasaan bagi tumbuhnya industri nuklir. Fase ini 
ditandai juga dengan penerimaan campur tangan institusi internasional yang 
berskala besar untuk mengontrol penggunaan energi nuklir bagi tujuan damai, 
sehingga saat ini unsur pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam 
setiap kerjasama nuklir antar negara. 
   Seiring dengan berjalannya waktu dimana makin banyak negara yang 
menguasai teknologi nuklir, keprihatinan muncul karena disadari bahwa cepat 
atau lambat banyak negara akan memiliki senjata nuklir. Di sisi lain, ketentuan 
pengawasan yang terdapat dalam Statuta IAEA dirancang sangat ringkas, yang 
hanya meliputi reaktor nuklir individual dan suplai bahan bakar nuklir, jelas 
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tidak cukup untuk mencegah terjadinya proliferasi senjata nuklir. Oleh karena 
itu, muncul suatu keinginan akan adanya suatu komitmen internasional yang 
sifatnya mengikat secara hukum sehingga dapat mencegah meluasnya 
penyebaran penggunaan senjata nuklir di samping usaha-usaha kerjasama 
untuk pemusnahannya.  
Hal ini terwujud pada tahun 1968 dengan disetujuinya Traktat NPT 
(Non Proliferation Treaty). Traktat NPT mendefinisikan NWS sebagai ‘a state 
that had manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear 
explosive device prior to January 1, 1967’. Traktat ini tujuannya adalah untuk 
melokalisir dan membatasi 5 jumlah negara yang mendeklarasikan dirinya 
bersenjata nuklir yang hanya terdiri dari lima negara, yaitu AS, Rusia, Inggris, 
Perancis dan China.
27 
Hanya lima negara inilah yang berhak disebut sebagai 
negara bersenjata nuklir atau the Nuclear Weapons States (NWS) yang 
berkewajiban untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir dan bersedia 
merundingkan perlucutan nuklir (Pasal VI NPT), sedangkan negara- negara 
lainnya yaitu negara non-senjata nuklir atau the Non-Nuclear Weapons States 
(NNWS) diminta untuk tidak akan memiliki senjata nuklir dan sebagai imbalan 
NWS berjanji untuk memberikan bantuan dalam bidang riset, produksi dan 
penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai (Pasal IV NPT). NNWS bersedia 
membuat persetujuan safeguards yang komprehensif dengan IAEA tentang 
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, Nuclear Energy: The Basics, Introduction, http://www.nuclearfiles.org/key-issues/nuclear-




bahan nuklir mereka.  
Di samping Traktat NPT, pada Juni 1996 Konferensi Perlucutan 
Senjata di Jenewa, telah berhasil menyelesaikan Traktat Pelarangan 
Menyeluruh Uji Coba Nuklir atau Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) dan 
pada 10 September 1996 diterima oleh Majelis Umum PBB dan terbuka untuk 
ditandatangani pada 24 September 1996. Saat ini perjanjian ini telah 
ditandatangani oleh 176 negara dan sudah diratifikasi oleh 135 negara.
28 
Dalam 
ketentuannya dinyatakan bahwa Traktat ini akan berlaku jika telah ditanda 
tangani dan diratifikasi oleh 44 negara pemilik reaktor nuklir yang tercantum 
pada Annex II Traktat dimana Indonesia, Malaysia dan Vietnam termasuk 
didalamnya. Indonesia sudah menandatangani dan telah meratifikasi Perjanjian 
ini, sedangkan Korea Utara, India, dan Pakistan yang ditenggarai mempunyai 
senjata nuklir belum melakukan tanda tangan maupun ratifikasi Perjanjian 
tersebut. 
Industri nuklir memerlukan penggunaan teknologi yang memadai dan 
sumber daya manusia yang mampu menerapkan teknologi tersebut. Teknologi 
yang dimanfaatkan dalam setiap tahapannya membutuhkan keahlian yang 
khusus. Tahapan dalam industri ini meliputi penambangan uranium, konversi 
dan pengayaan uranium, pembuatan bahan bakar buklir, pengolahan ulang 
bahan bakar bekas, operasi pembangkit listrik tenaga nuklir, dekomisioning 
fasilitas nuklir, and penanganan limbah nuklir. 
                                                         
28 Lihat “Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji-Coba Nuklir” http://www.ambafrance-
id.org/Ratifikasi-Traktat-Pelarangan, diakses pada 8 Maret 2014 
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1. Profil Organisasi IAEA 
Sekretariat IAEA
29  
merupakan team yang terdiri dari 2200 ahli multi-
disiplin dan staf dari lebih 90 negara. Dipimpin oleh Direktur Jenderal dan 
enam Deputy Direktur Jenderal yang membawahi departemen. Sebagai badan 
pengambil keputusan adalah Dewan gubernur (Board of Governors) yang 
terdiri dari 35 orang dan General Conference dari seluruh negara anggota 
IAEA. Badan ini memberikan laporan kepada Majelis Umum dan Dewan 
Keamanan PBB. Struktur dan fungsi dari IAEA secara rinci diatur dalam 
Statuta IAEA yang terdiri dari 23 pasal. 
Struktur organisasi IAEA di PBB, merupakan „specialized agency‟ dari 
PBB, namun IAEA tidak dibawah pengawasan langsung salah satu badan 
PBB.
30
 IAEA membuat laporan tahunan kepada Majelis Umum dan dapat 
membuat laporan kepada Dewan Keamanan berkenaan dengan ketidak patuhan 
(non-compliance) dari negara-negara anggota atas kewajiban mereka 
melakukan tindakan pengamanan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan 
perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai contoh, Badan ini telah 
mengirimkan laporannya ke PBB berkait dengan program nuklir di Iran dan 
Korea Utara. 
                                                         
29
 IAEA saat ini beranggotakan 144 negara, dengan bahasa resmi Arab, Cina, Inggris, Perancis, 
Rusia dan Spanyol. Sekretaris Jenderal IAEA adalah Mohamed ElBaradei. Badan ini berkantor 
pusat di Wina, Austria. Dengan kantor regional Safeguards di Toronto dan Tokyo; dua liaison 
offices di New York dan Jenewa serta laboratorium di Seibersdorf (Wina), Monaco, dan Trieste 
(Italia). 
30 Badan Energy Atom Internasional (IAEA) ini merupakan organisasi internasional yang masuk 
pada “UN Family”, lihat, Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, International Institutional 
Law, Fourth Revised Edition, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003, 
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2. Tujuan dan peran IAEA 
Sebagai badan energi atom dunia yang mempunyai dua misi (dual 
mission)
31
, yaitu „committed to containing the spread of nuclear weapons‟ dan 




1. Untuk meningkatkan dan memperbesar kontribusi energi atom bagi 
perdamaian,   kesehatan, kemakmuran di seluruh dunia 
2. Untuk memastikan, sepanjang badan ini mampu melakukannya, bahwa 
setiap reaktor   nuklir, kegiatan, atau informasi yang berkaitan dengannya 
akan dipergunakan hanya untuk tujuan-tujuan damai 
3. Untuk memastikan bahwa segala bantuan baik yang diberikan maupun 
yang diminta atau di bawah pengawasannya tidak disalah-gunakan 
sedemikian rupa untuk tujuan militer. 
 Peran dan fungsi IAEA adalah sebagai sebuah forum antar pemerintah (an 
intergovernmental forum) untuk keilmuan dan kerjasama teknik dalam 
pemanfaatan secara damai teknologi nuklir di seluruh dunia. Dengan tujuan 
untuk mewujudkan perdamaian internasional dan keamanan serta untuk 
mewujudkan Tujuan-tujuan Millenium Dunia (the World‟s Millennium Goals) 
                                                         
31 Mohamed ElBaradei, Atoms for Peace: A Vision for the Future 
http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull452/article5.pdf , , diakeses pada 29 
Maret 2014 
 32 Pasal II Statuta IAEA, lihat http://www.nuclearfiles.org/menu/library/treaties/atomic-energy- 




bidang sosial, ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan. 
Sedangkan program-program dari IAEA bertujuan untuk lebih mendorong 
pengembangan dan penerapan secara damai teknologi nuklir, memberikan 
pengamanan internasional terhadap penyalahgunaan teknologi nuklir, dan 
memfasilitasi tindakan- tindakan keamanan teknologi nuklir. Pemanfaatan 
teknologi nuklir untuk tujuan damai antara lain untuk:
33
 
1. pembangkit tenaga listrik;  
2. bidang sumber daya pertanian (seperti di Peru selatan – telah 
dikembangkan   pembasmi hama tanaman (horticultural pests) bagi 
terciptanya daerah bebas lalat   buah (fruit fly free area)  
3. bidang peternakan (di Sri Lanka- progam dari IAEA yang 
memanfaatkan   teknologi nuklir untuk meningkatkan produksi susu);  
4. bidang oceanography di Paris, Perancis;  
5. teknologi kedokteran (di laboratorium IAEA di Seibersdorf, Austria 
  dikembangkan teknologi mutakhir bidang kedokteran (Advanced 
Nuclear Medicine Technology). 
Peran IAEA dalam upaya keamanan global sebagai tindak lanjut 
Traktat NPT didasarkan pada dua perangkat hukum yaitu perjanjian 
keselamatan komprehensive (Comprehensive Safeguard Agreement) dan 
Protokol Tambahan (Additional Protocols) dan cara-cara lainnya seperti 
„Small Quantities Protocol‟ atau SQP. 34
 
Sedangkan sistem pengamanan 
                                                         
33 Teknologi nuklir untuk kemakmuran manusia, lihat http://www-naweb.iaea.org/na/index.html, 
diakses pada 7 April 2014. 
 
34  Referensi GOV/INF/276 Annex B, standard „Small Quantities Protocols‟ untuk Perjanjian 
 50 
berupa tindakan-tindakan independen IAEA dengan membuat sebuah 
verifikasi yang didasarkan pada pernyataan yang dibuat oleh negara-negara 
anggota tentang bahan-bahan nuklir yang dimiliki negaranya dan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengannya. 
3. Tindakan-tindakan pengamanan (Safety measures) IAEA   
 Terdapat beberapa tindakan pengamanan yang menjadi tanggung jawab 
dari Badan ini yang terkait dengan penyimpanan dan perlindungan bahan 
material nuklir yang berada di bawah penguasaannya. IAEA harus 
memastikan bahwa seluruh bahan material nuklir dalam keadaan aman 
terhadap cuaca, pemindahan yang tidak bertanggung jawab, kerusakan, 
sabotase, dan perampasan. Dalam hal pendistribusian bahan nuklir, IAEA 
harus memastikan bahwa tidak ada alokasi material nuklir yang terlalu besar 
pada satu negara atau suatu kawasan.
35
 
 Beberapa tindakan-tindakan pengaman IAEA terdiri dari:   
1. Global Safety Regime untuk melindungi penduduk dan lingkungan dari 
efek radiasi (ionizing radiation), meminimalisir kemungkinan 
kecelakaan atau tindakan-tindakan jahat yang dapat menimbulkan 
kerugian terhadap nyawa dan kekayaan dengan melakukan tindakan 
pengamanan yang efektif guna mengurangi efek buruk energi nuklir. 
2. Membentuk standard-standard keamanan IAEA (Safety 
                                                                                                                                                          
Keselamatan NPT (NPT safeguard agreements). 
 
35 Pasal IX H Statuta IAEA, Loc.Cit. 
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Standards)  Negara-negara anggota IAEA harus memiliki dan 
mematuhi standard-standard keamanan teknologi nuklir yang terdiri 
dari: 
a. pengamanan instalasi nuklir (Safety of nuclear installations)  
b. pengamanan sumber-sumber radioaktif (Safety of radioactive 
sources)  
c. pemindahan yang aman bahan-bahan radioaktif (Safe transport of 
radioactive   material)  
d. pengelolaan limbah radioaktif (Management of radioactive waste)  
e. pengamanan instalasi nuklir, bahan nuklir dan radioaktif (The 
security of nuclear   installations, nuclear material and radioactive 
material)  
f. pengelolaan pengetahuan dan jejaring (Knowledge management and 
networking)  
    Dari uraian di atas jelaslah bahwa IAEA telah menetapkan standard-
standard internasional tertentu mulai dari instalasi teknologi nuklir, 
pemindahan bahan-bahan radioaktif sampai dengan penanganan dari 
limbahnya. Untuk penyampaian yang efisien dan efektif program-program 
IAEA, maka seluruh sistem pengamanan IAEA yang berhubungan dengan 
fungsi dan aktivitas-aktivitasnya, semuanya terhubung melalui pendekatan 




4. Integrated Regulatory Review Service (IRRS)   
Departement of Nuclear Safety and Security IAEA meluncurkan suatu 
program yang dinamakan dengan Integrated Regulatory Review Service 
(IRRS) yaitu suatu instrumen yang komprehensif yang memberikan penilaian 
atas tindakan pengamanan nuklir suatu negara yang berkaitan dengan instalasi, 
radiasi, limbah nuklir, transportasi, persiapan tindakan darurat, dan keamanan 
nuklir.
36
 Atas permintaan negara anggota, IAEA menunjuk tim ahli dan 
pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian menyeluruh atas 
ketentuan nuklirnya. Peninjauan diselenggarakan melalui suatu diskusi, 
interview, pemeriksaan, dan observasi yang intensif, dan kemudian sebagai 
hasil final tim ahli akan menerbitkan suatu laporan akhir yang berisikan 
temuan-temuan mereka dan suatu rekomendasi. 
Dengan adanya program ini, negara anggota memperoleh penjelasan 
mengenai energi nuklir dengan standard dan panduan internasional. Meskipun 
program ini diberikan oleh IAEA, namun mekanismenya didasarkan pada peer 
review dan pertukaran informasi diantara anggota tim yang dilakukan dengan 
cara berbagi pengalaman dan praktek. Poin penting dari program IRRS terletak 
pada kesediaan negara anggota untuk direview oleh tim ahli internasional 
dengan menggunakan standard keselamatan IAEA. Program ini telah 
                                                         
36  Globalized Peer Evaluation Exercise Lauded by Member States: IAEA Regulatory Review 
Service Gains Traction, http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2008/peerevaluation.html diakses 
pada 28 Maret 2014 
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dilaksanakan di beberapa negara, antara lain, Romania, Inggris, Perancis, 
Australia, Jepang, Mexico, dan Spanyol. Sebagian negara ini dalam dua tahun 
terakhir sudah menerbitkan IRRS Report mereka, seperti misalnya Australia, 
Prancis, dan Inggris. Sedangkan beberapa negara lainnya menunggu giliran 
untuk dilakukan review yaitu Canada, Pakistan, Rusia, Jerman, dan Amerika 
disamping tujuh negara NNWS.  
Negara-negara sepakat bahwa program IRRS ini perlu dilakukan oleh 
semua negara karena dengan program ini maka akan terbentuk suatu komunitas 
nuklir global (the global nuclear community) yang memberikan validasi bagi 
negara anggota IAEA, dan yang paling penting dapat membentuk suatu 
jaringan internasional ahli nuklir dan meningkatkan keselamatan pemanfaatan 
nuklir internasional dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan 
fatal. 
5. Konvensi Keselamatan Nuklir (the Convention on Nuclear Safety)   
Konvensi Keselamatan Nuklir
37
 diadopsi pada 17 Juni 1994 sebagai 
bagian dari upaya untuk memperkuat sistem keamanan global nuklir. Terdapat 
sejumlah kewajiban dari negara peserta yang didasarkan pada prinsip- prinsip 
yang terdapat pada dokumen Keselamatan Fundamental IAEA “the Safety of 
Nuclear Installations”. Kewajiban-kewajiban negara tersebut meliputi, 
                                                         
37 Konvensi ini diadopsi di Wina, 17 June 1994; Its aim is to legally commit participating States 
operating land-based nuclear power plants to maintain a high level of safety by setting 
international benchmarks to which States would subscribe. Per 4 April 2007 terdapat 65 negara 
penandatangan dan 61 negara peserta Konvensi. Semua negara yang mempunyai dan 
mengoperasikan pembangkit tenaga nuklir merupakan negara peserta dari Konvensi ini. 
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penempatan, design, konstruksi, pengoperasian, ketersediaan dana yang cukup 
dan sumber daya manusia, penilaian dan verifikasi keselamatan, penjaminan 
mutu, dan tanggap darurat.  
Cara kerja dari Konvensi ini bukan didasarkan pada “control and 
sanction” melainkan didasarkan pada „kepentingan umum negara-negara untuk 
mencapai tingkat keselamatan yang lebih tinggi‟, yang akan dikembangkan dan 
ditingkatkan melalui pertemuan rutin dari negara-negara peserta. Konvensi 
mengharuskan negara peserta untuk mengirimkan laporan sebagai kewajiban 
mereka untuk “peer review” dalam pertemuan negara-negara peserta yang 
diadakan oleh IAEA. Mekanisme ini merupakan elemen utama Konvensi yang 
sifatnya inovatif dan dinamis.  
Berkaitan dengan keinginan beberapa negara yang ingin memanfaatkan 
energi nuklir untuk pembangkit tenaga listrik, ElBaradei mengatakan bahwa 
makin banyak negara yang meminta bantuan IAEA untuk melakukan analisa 
dan perencanaan energi nuklir. Jumlah negara yang ingin mempunyai program 
pembangkit listrik tenaga nuklir cenderung meningkat akhir-akhir ini, tahun 
2007 yang lalu, misalnya terdapat tujuh negara yang meminta IAEA untuk 
membantu pembangunan PLTN, termasuk Indonesia, Malaysia dan Vietnam. 
Sedangkan untuk peredaran bahan bakar nuklir secara multilateral, ada 
sejumlah proposal yang masih dalam taraf perkembangan, dan rencananya 
akan ada sejumlah dana yang dialokasikan untuk membangun semacam „bank 
bahan nuklir‟ sebagai „last resort‟ di bawah pengawasan IAEA. Cara ini 
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bertujuan untuk menempatkan aspek sensitif peredaran bahan nuklir berada di 
bawah pengawasan internasional, sehingga tidak ada satu negara yang 
mempunyai kemampuan eksklusif untuk memproduksi energi nuklir untuk 
senjata nuklir. 
Setelah peristiwa Sebelas September atau 9/11, berdasarkan re-evaluasi 
atas implikasi keselamatan nuklir, IAEA mengidentifikasi empat macam 
ancaman terhadap keselamatan nuklir
38 
yaitu: 
1. pencurian senjata nuklir 
2. instalasi nuklir belum jadi yang mudah meledak yang berasal dari 
nuklir curian; 
3. penyalah-gunaan nuklir dan bahan radio aktif lainnya termasuk 
Radiological Dispersal Devices (RDD); dan  
4. penyerangan atau sabotase atas instalasi nuklir atau bahan nuklir dalam 
proses pengiriman. Yang merupakan target potensial dari tindakan-
tindakan di atas adalah PLTN, peredaran bahan baku nuklir, reaktor 
nuklir, laboratorium, dan penyimpanan nuklir serta lokasi tempat 
bahan baku nuklir di seluruh dunia yang digunakan untuk kegiatan 
damai. 
 
                                                         
38  Lihat http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/DDGs/2005/taniguchi16032005.html, 
diakses pada 28 Maret 2014); IAEA mendefinisikan nuclear security sebagai "the means and ways 
of preventing, detecting, and responding to sabotage, theft and unauthorised access to or illegal 




B. Kondisi Energi Asia Tenggara 
Beberapa negara ASEAN telah memutuskan untuk mengurangi 
presentase sumber energi fosil dalam bauran energi nasional mereka, 
diantaranya adalah Indonesia, Vietnam dan Malaysia. Pada tahun 2010 
Malaysia telah memutuskan akan menggunakan energi nuklir, saat ini mereka 
telah mempunyai calon tapak potensial yang akan digunakan sebagai lokasi 
PLTN, sebagian besar berada pada Semenanjung Malaysia. 
Sementara itu Indonesia merencanakan akan mengoperasikan sebanyak 
4 unit PLTN pada tahun 2024
39
, Sedangkan Philipina yang mempunyai 
potensi bencana alam (badai) lebih besar dibandingkan negara-negara 
ASEAN lainnya telah memutuskan akan menggunakan nuklir untuk 
memenuhi pasokan energy mereka sebanyak 5% pada tahun 2030. 
Vietnam yang menjadi salah satu negara lokasi penelitian ini, sejak 
awal tahun 2000-an lebih serius memikirkan penggunaan energi nuklir 
dibandingkan dengan beberapa Negara ASEAN lainnya, saat ini Vietnam 
merencanakan akan membangun 13 unit PLTN selama 2 dekade ke depan. 
Satu kebanggaan bagi negara ini adalah hingga tulisan ini dibuat, Vietnam 
telah menandatangani kontrak pembangunan PLTN dengan Rosatom yang 
merupakan perusahaan terbesar di dunia yang bergerak dalam bidang 
desainer PLTN. Rosatom adalah perusahaan asal Rusia dimana perusahaan 
yang bergerak dalam pengembangan fasilitas nuklir, keamanan nuklir dan 
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 Hasil diskusi penulis dengan staf BATAN yaitu Ir. Djoko Birmano, Yohanes Dwi Anggara, 
Imam Bastari dan Sriyani yang berlangsung di kantor BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) 
Jakarta pada tanggal 5 Mei 2014 
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radiasi, pengelola kompleks senjata nuklir dan penelitian mendasar.
40
 
Vietnam juga telah menetapkan tapak yang akan digunakan sebagai tapak 
PLTN. Dapat dikatakan bahwa Vietnam selangkah lebih maju dari Indonesia 
dan Malaysia. 
Seolah tak ingin kalah dengan negara-negara tetangga lainnya, secara 
serius Thailand juga telah mempersiapkan calon lokasi tapak PLTN yang 
akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasionalnya. Hingga saat 
ini Thailand mempunyai 6 calon tapak potensial yang akan digunakan, namun 
demikian Thailand masih menjajagi teknologi mana yang akan mereka 
digunakan.  
Menurut Dubes RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional 
yang berkedudukan di Jenewa, Triyono Wibowo.  Indonesia sekarang 
dikepung 45 reaktor nuklir baru di berbagai negara yakni China berencana 
membangun 29 reaktor nuklir, Jepang 2 reaktor, India 7 reaktor, Korea 4 
reaktor, Vietnam 3 reaktor, dan Malaysia 1 reaktor. Padahal, China, India, 
Jepang, dan Korea sudah memiliki reaktor lama. 
Melihat cadangan sumber energi tak terbarukan (antara lain minyak 
bumi, gas, batu bara) yang semakin menipis, perlu difikirkan energi lain yang 
dapat menggantikan sebagai energi alternatif. Upaya-upaya 
penganekaragaman sumber energi agar ketersediaan energi terjamin harus 
dilakukan oleh seluruh kekuatan para ilmuawan. Salah satu upaya yang sudah 
                                                         
40 About Rosatom, www.rosatom.ru/en/about, diakses pada 10 April 2014 
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dilakukan dan sebagian negara juga sudah memanfaatkan sumber energi baru 
tersebut adalah pemanfaatan teknologi nuklir. 
Energi nuklir saat ini pemanfaatannya sudah banyak dimanfaatkan ke 
bidang-bidang yang diperlukan oleh masyarakat, seperti halnya bidang 
kedokteran, pangan, hewan juga sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir 
(PLTN).  Khusus pada PLTN saat ini berbagai negara telah banyak 
menggunakannya, sesuai World Nuclear Association per 1 Februari 2010 
jumlah PLTN didunia mencapai 463 unit yang beroperasi dan 53 unit tahap 
pembangunan serta 142 unit tahap perencanaan.
41
 
Ada beberapa fakta mengenai nuklir yang dikemukakan oleh Patrick 
Moore
42
 dalam bukunya Confenssions of a Greenpeace Dropout- The making 
of a Sensible Enviromentalist,  sebagai berikut: Energi nuklir adalah satu 
diantara sumber energi yang tidak mahal. Pernyataan ini dapat dibuktikan 
pada tahun 2004, rata-rata ongkos produksi  listrik di Amerika Serikat adalah 
kurang dari dua sen per kilowatt-kam, setingkat dengan ongkos batubara dan 
listrik hidro. Kemajuan dalam teknologi akan menurunkan lagi ongkos itu di 
masa yang akan datang.  
Pernyataan bahwa PLTN itu tidak aman merupakan pernyataan yang 
keliru, dapat dikatakan bahwa kecelakaan Three Mile Island itu suatu kisah 
sukses, maka kecelakaan di Chernobyl tidak dapat dikatakan demikian. 
                                                         
41
 World Nuclear Association database, http://www.world-nuclear.org, diakeses pada 2 April 2014 
42
 Patrick Moore merupakan salah satu pendiri organisasi Greenpeace yang sebelumnya 
menentang keras pembangunan PLTN kemudian memutuskan untuk mendukung pembangunan 
PLTN dan keluar dari organisasi greenpeace, lihat Patrick Moore, Confessions of A Greenpeace 
Dropout-The Making of A Sensible Enviromentalist, Beatty Street Publishing Inc, 2013, 
Vancouver-Canada, hal. 18 
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Kecelakaan Chernobyl merupakan model awal dari reaktor Uni Soviet tidak 
menggunakan bejana kontenmen (sungkup containment vessel) dalam hal 
desain dikatakan sebagai tidak aman. Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk Chernobyl  melaporkan bahwa hanya 56 kematian yang dapat dikaitkan 
dengan kecelakaan itu, sebagian besar korban adalah akibat radiasi atau luka-
bakar sewaktu mamatikan api. Angka tersebut Tergolong kecil dibandingkan 
dengan kecelakaan di tambang batubara sebanyak 5000 jiwa seluruh dunia 
setiap tahun, atau jika dibandingkan dengan 1,2 juta jiwa yang meninggal 
setiap tahun akibat kecelakaan mobil. 
Limbah nuklir akan berbahaya selama ribuan tahun merupakan pernyataan 
yang keliru. Dalam 40 tahun, bahan bakar yang telah digunakan hanya akan 
memancarkan seperseribu radioaktivitas dibandingkan pada waktu bahan 
bakar itu dikeluarkan dari reaktor, dan 95% potensi energi limbah tersebut 
masih tersimpan di dalam bahan bakar nuklir bekas, dengan demikian akan 
dimungkinkan pemanfaatan energi itu serta akan banyak mengurangi jumlah 
sampah yang harus diolah atau disimpan. 
Reaktor nuklir sangat rawan terhadap serangan teroris merupakan 
pernyataan yang keliru mengingat beton bertulang yang tebalnya satu 
setengah meter melindungi isi bangunan kontenmen dari luar maupun dari 
dalam. Bahkan sebuah jumbo jet menabrak reaktor dan merusak kontenmen, 
reaktor tidak akan meledak. Ada banyak jenis fasilitas yang lebih rawan 
termasuk pabrik pencairan gas alam, pabrik kimia dan sejumlah sasaran 
politik. 
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Bahan bakar nuklir dapat dialihkan untuk membuat senjata nuklir 
merupakan pernyataan yang salah. Senjata nuklir sudah dapat dipisahkan 
dengan PLTN. Teknologi centrifuge (teknologi pengkayaan uranium- 235) 
kini memungkinkan suatu negara memperkaya uaranium tanpa harus 
membangun reaktor nuklir. Iran misalnya, tidak memiliki reaktor yang 
menghasilkan listrik, padahal negara ini telah memiliki kemampuan membuat 
bom nuklir. Ancaman senjata nuklir Iran sama sekali dapat dibedakan dari 
pembangkit energi nuklir untuk maksud damai. Satu-satunya pendekatan isu 
penyebaran senjata nuklir adalah menempatkan isu tersebut pada agenda 
internasional yang lebih tinggi dan menggunakan diplomasi dan jika perlu 
kekuatan, untuk menghalangi pemerintahan atau teroris dari pemakaian bahan 
bakar nuklir untuk tujuan pengrusakan. Teknologi baru, seperti misalnya 
sistem proses ulang yang akhir-akhir ini diperkenalkan di Jepang (yang tanpa 
proses pemisahan plutonium dan uranium) akan membuat pembuatan senjata 
nuklir dengan menggunakan bahan nuklir keperluan sipil, menjadi lebih sulit. 
Dikawasan Asia, disamping Jepang dan Korea Selatan pertumbuhan 
PLTN di China cukup signifikan yaitu pembangunan 20 unit dari rencana 37 
unit. Selain negara tersebut dikawasan Asia Tenggara seperti Filipina, 
Thailand dan Vietnam juga sudah mengusulkan ke Badan Tenaga Nuklir 
Dunia atau International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk dapat dibantu 
dalam pembangunan PLTN. 
Kawasan Timur Tengah, sebagai kawasan negara sumber penghasil 
minyak saat ini kecenderungan untuk memanfaatkan PLTN sebagai opsi 
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Pemasok Tenaga listriknya. Seperti Uni Arab Emirat langsung merencanakan 
pembangunan PLTN 4 unit dari sepuluh yang diusulkan, sedangkan di Eropa 
khususnya negara Prancis, seluruh kebutuhan listrik negaranya di suplai dari 
PLTN. 
Pengalaman di Indonesia sudah berpangalaman sejak tahun 1975, 
dimana Indonesia sudah memiliki reaktor nuklir di tiga kota 
Serpong  Tanggerang, Jogja dan Bandung. Sampai saat ini ketiga reaktor 
masih berjalan dengan baik dan masih dimanfaatkan untuk penelitian. Disini 
menunjukan kemampuan dari sumber daya manusia anak bangsa tidak perlu 
diperdebatkan dalam penguasaan teknologi Nuklir. Reaktor penelitian ini 
dimanfaatkan radioisotopnya untuk penelitian, tidak memanfaatkan 
pemanasannya sebagai sumber panas untuk memanaskan air agar uapnya 
dapat menggerak turbin listrik. 
IAEA sebenarnya telah memberikan ijin pembangunan PLTN di 
Indonesia, Malaysia dan Vietnam namun penyebab hingga saat ini 
pembangunan PLTN tidak terealisasikan adalah adanya masyarakat yang 
tidak setuju terhadap pembangunan PLTN dikarenakan minimnya 
pengetahuan manfaat energi nuklir. Hal ini terjadi pada ketiga negara yakni 
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C. Kondisi Nuklir di Indonesia, Vietnam dan Malaysia 
1. Indonesia 
Program pembangunan PLTN di Indonesia merupakan program Indonesia 
untuk membangun dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir 
baik di bidang non-energi maupun di bidang energi untuk tujuan damai. 
Pemanfaatan non-energi di Indonesia sudah berkembang cukup maju. 
Sedangkan dalam bidang energi (pembangkitan listrik), hingga tahun 2011 
Indonesia masih berupaya mendapatkan dukungan publik, walaupun sudah 
dianggap kalangan internasional bahwa Indonesia sudah cukup mampu dan 
sudah saatnya menggunakannya. 
Kegiatan pengembangan dan pengaplikasian teknologi nuklir di Indonesia 
diawali dari pembentukan Panitia negara untuk penyelidikan Radioaktivitet 
tahun 1954. Panitia negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan 
terhadap kemungkinan adanya jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di 
lautan Pasifik. 
Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan 
tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan 
Pemerintah No. 65 tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah 
Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian 
disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berdasarkan 
UU No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. 
Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah 
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bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia dan ditetapkan sebagai hari 
jadi BATAN. 
Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di 
bidang iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom 
pertama (Triga Mark II) di Bandung. Kemudian berturut-turut, dibangun pula 
beberapa fasilitas litbangyasa yang tersebar di berbagai pusat penelitian, antara 
lain Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1966), Pusat 
Penelitian Tenaga Atom GAMA, Yogyakarta (1967), dan Reaktor Serba Guna 
30 MW (1987) disertai fasilitas penunjangnya, seperti: fabrikasi dan penelitian 
bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengelolaan limbah radioaktif dan 
fasilitas nuklir lainnya. 
Sementara itu sejalan dengan perkembangannya, kemudian terjadi 
pergeseran pola pikir pada tahun 1997 ditetapkan UU No. 10 Tentang 
Ketenaganukliran
44
 yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana 
kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir (BATAN) dengan unsur pengawas tenaga 
nuklir (BAPETEN), kemudia didukung oleh Undang-Undang no. 9 tahun 
1997
45
 mengenai pengesahan Traety on the South East Asia Nuclear Free Zone 
(Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara) 
Dilanjutkan dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, tahun 2005 – 2025 pada Bab IV : 
Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang telah 
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 Lampiran 1, Undang-Undang No.10 Tahun 1997 mengenai ketenaganukliran 
 
45 Lampiran 2, Undang-Undang No. 9 Tahun 1997 mengenai pengesahan Traktat Kawasan Bebas 
Senjata Nuklir di Asia Tenggara 
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mengamanatkan pada butir IV.2.3. RPJM ke 3 ( 2015 – 2019 ) “mulai 
dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan 
mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat”46 
BAPETEN didirikan tahun 1998. Penelitian energi atom dimulai di 
Indonesia. Selain untuk memproduksi listrik, teknologi nuklir juga digunakan 
untuk kegunaan medis, manipulasi genetika dan agrikultur. 
Rencana untuk program PLTN dihentikan tahun 1998 karena penemuan 
gas alam Natuna dan krisis ekonomi dan politik.
47
 Tetapi program ini kembali 
dijalankan sejak tahun 2005. Indonesia menyatakan bahwa, sebagai 
penandatangan NPT (Non-proliferation Treaty) dan Comprehensive Safeguard 
Agreement program akan berkembang dengan pantauan International Atomic 
Energy Agency (IAEA). Oleh sebab itu, Mohammed El Baradei diundang 
untuk mengunjungi negara ini pada Desember 2006. Protes terhadap rencana 
ini muncul pada Juni 2007 di dekat Jawa Tengah
 
dan juga lonjakan pada 
pertengahan 2007. Pada maret 2008, melalui menteri Riset dan Teknologi, 
Indonesia memaparkan rencananya untuk membangun 4 buah PLTN 
berkekuatan 4800 MWe (4 x 1200 MW).
48
 
Untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia, pemerintah 
mengundangkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan 
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 Achmad Sastratenaya & Ariyanto Sudi, “Nuclear Energy Development in Indonesia”, IAEA 
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Energi Nasional, yang berisi pemanfaatan semua jenis energi yang tersedia 
secara optimal yang dikenal sebagai bauran energi optimal (optimum energi 
mix), disebutkan bahwa porsi EBT pada tahun 2025 mencapai lebih besar dari 
17% ( biofuel lebih besar dari 4%, panas bumi lebih besar dari 5%, batubara 
cair lebih besar dari 2% dan EBT lainnya lebih besar dari 5%).  
Kebutuhan listrik Indonesia mencapai sekitar 40 GW pada 
September 2013 dan tahun 2030 diperkirakan sebesar 160 GW dan tahun 2050 
sekitar 450-550 GW dengan catatan kebutuhan listrik meningkat sekitar 9% 
per tahun. Bila potensi Energi Terbarukan yang sangat besar itu serius 
dikembangkan, maka ET dapat memenuhi pasokan energi Indonesia yang 
menyamai bahkan ratusan kali melebihi pasokan energi yang dibangkitkan oleh 
PLTN. 
Peristiwa PLTN Fukushima menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia 
guna mengambil keputusan politik dalam suasana kontroversi pro dan kontra, 
sekaligus memilih generasi PLTN terkini (III/III+). Kementrian Riset dan 
Teknologi menyinggung bahwa PLTN Eksperimental (EPR) 30 MW (skala 
kecil) direncanakan akan dibangun tahun 2014-2015 di Serpong, Tangerang 
guna menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang trampil dan mumpuni 
di bidang pengoperasian PLTN, dan BATAN akan menjadi operator EPR 
tersebut. 
Pengusaha Rusia berminat mengembangkan nuklir di Indonesia dengan 
menawarkan tongkang PLTN-nya (akademik Lomonosov), yang sesuai dengan 
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kontur kepulauan di Indonesia. Kelebihan tongkang PLTN (PLTN terapung) 
adalah dapat berpindah-pindah, dan limbah nuklirnya dibawa pulang ke Rusia. 
Provinsi Bangka Belitung (Babel) merencanakan pembangunan PLTN,
49
 
karena aspek geologi yang baik / lapisan granit di pulau ini tidak bergerak. 
BATAN sedang meneliti soal batuan granit di Bangka Belitung ini. Lokasi 
PLTN yang paling tepat adalah di desa Sebagin, Simpang Rimba, Kabupaten. 
Bangka Selatan (1000 MWe x 4/6 PLTN), dan Teluk Manggris di Muntok, 
Bangka Barat (1000 MWe x 6/8 PLTN). Keduanya berada sekitar 30 kilometer 
dari pantai Barat Sumatera yang mudah disambungkan ke Jawa-Sumatera grid 
dan Asean grid ke Singapura dan Malaysia. Bahan Bakar Nuklir thorium 
(ditaksir sekitar 23.000 ton) juga ditemukan di Provinsi ini bersama timah, 
zirkon, uranium, LTJ (Nd, Y, Sc, Eu, Gd, Dy, Er, dll). Lahan 850 hektar (Ha) 
di Muntok dan 850 Ha di Simpang Rimba telah disiapkan untuk beberapa 
PLTN ke depan. 
Pengembangan PLTN skala kecil menengah (SMR) di Bangka 
Belitung  misalnya RGTT200, KLT-40 (Rusia), mPower (B&W, AS), SMART 
(Korea Selatan) juga amat memungkinkan dilakukan, kendati biaya kWh SMR 
lebih mahal dibandingkan reaktor besar. Di samping BATAN, Institut 
Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada  (Fisika Teknik) juga 
mengembangkan SMR. PLTN jenis SMR ini digadang-gadang akan dibangun 
di Indonesia dalam waktu dekat, dan PLN siap menjadi operatornya. 
                                                         
49 Moch. Djoko Birmano, “Kajian Awal Dampak Pembangunan PLTN di Bangka Belitung”, 
PPEN-BATAN, 2011, hal. 2 
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Ketersediaan bahan bakar nukir yaitu Uranium dan Thorium di Indonesia 
sebagian besar tersedia di Kalimantan Barat, Papua, dan Sulawesi Barat. Bahan 
bakar tersebut telah dikategorikan terukur, tereka, dan terindentifikasi.
50
 Batan 
telah menyusun Peta Radiasi dan Radioaktivitas Lingkungan, antara lain untuk 
mengkaji efek kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah radiasi tinggi 
serta indikasi bahan tambang seperti Uranium, Thorium dan mineral 
sejenisnya. 
Peta tingkat radiasi dan radioaktivitas lingkungan di Indonesia, ada lima, 
yakni peta laju dosis radiasi gamma lingkungan, peta tingkat konsentrasi 
radionuklida alam Thorium-228, Thorium-232, Radon-226, dan Kalium-40 
dalam sampel permukaan. 
Pemerintah (Menristek) juga melihat Kalimantan Selatan sebagai salah 
satu calon tapak PLTN masa depan. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur 
juga berminat mengembangkan PLTN di daerah tersebut asalkan kajian 
menyeluruh dilakukan terlebih dahulu. Kerjasama Kalimantan Timur dengan 
pihak swasta Rusia di bidang energi nuklir (juga pertanian dan kesehatan) 
sedang dijajagi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menilai 
pembangunan PLTN sudah dapat dimulai tahun 2020, dan beroperasi pada 
tahun 2028, karena dinilai pengembangan energi baru terbarukan saat ini cukup 
lambat atau tidak optimal. 
 
 
                                                         
50 Agus Sumaryanto, Direktur Pusat Pengembangan Geologi Nuklir Batan, di Acara Peluncuran 
Peta Radiasi dan Radioaktivitas Lingkungan pada 20 Mei 2013 
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2. Vietnam 
Dalam pembangunan PLTN Vietnam benar-benar serius dalam hal ini. 
Pemerintah Vietnam bersama pihak Jepang dan Rusia telah berunding untuk 
melakukan kerjasama. Perusahaan listrik Vietnam, EVN (Electric VietNam) 
telah menandatangani perjanjian dengan konsorsium perusahaan Jepang untuk 
melakukan desain konstruksi dan operasi terhadap rencanan pembangunan 
PLTN kedua negara tersebut. Sementara itu Rosatom akan membantu 
membangun pusat informasi energy nuklir di Hanoi.
51
 Sehari setelah 
penandatanganan kontrak dengan JAPC (Japan Atomic Power Company) 
untuk melakukan studi kelayakan pembangunan PLTN di wilayah selatan 
propinsi Ninh Thuan, perusahaan milik Negara EVN menandatangani 
memorandum kesepahaman dengan International Nuclear Energy 
Development of Japan Co (JINED).
52
 Dua perusahaan tersebut akan 
bekerjasama dalam malakukan desain, pembangunan dan pengoperasian 
PLTN. 
EVN mengajukan 4 kriteria dalam MoU tersebut. Keempat kriteria 
tersebut meliputi penyediaan reaktor dengan teknologi terbaru dan mempunyai 
tingkat keselamatan tertinggi, stabilitas pasokan bahan bakar nuklir, dan 
dukungan penyimpanan limbah radioaktif. Disamping itu JINED harus 
mendukung Vietnam dalam mengembangkan industri energi nuklir, 
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 Russia to build safest modern NPP in Vietnam, 
http://www.rosatom.ru/en/presscentre/nuclear_industri/5f6807804fb68be6855ccd798f00bb46, 
diakses pada 3 April 2014 
 
52 Hisako Sakurai, “JINED Inks Memorandum on Cooperation with Electricity of Vietnam toward 
Introduction of Nuclear Power”, Japan‟s Leading Nuclear Information Source, 11 October 2011. 
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memberikan pelatihan dan dukungan financial untuk bagi pekerja. Persyaratan 
ini sesuai dengan kesepakatan kerjasama, di mana Jepang setuju untuk 
membantu Vietnam mempersiapkan dan merencanakan untuk pengenalan 
energi nuklir, mendidik ahli dalam tenaga nuklir dan membantu negara ini 
merumuskan peraturan keselamatan nuklir. 
JINED didirikan pada Oktober 2010, dengan tujuan utama adalah kegiatan 
penelitian pembangkit listrik tenaga nuklir proyek pesanan di negara-negara 
berkembang. JINED mempunyai kantor pusat di Tokyo, tujuh puluh lima 
persen saham JINED  memiliki sembilan perusahaan listrik, sementara tiga 
perusahaan yang bergerak dibidang nuklir masing-masing memegang saham 
5%, dan 10% sisanya dimiliki oleh Innovation Network Japan (sebuah 
perusahaan patungan pemerintah dan industri).
53
 Langkah pendirian 
konsorsium ini merupakan reaksi terhadap keberhasilan Korea Selatan dalam 
memenangkan kontrak dengan Uni Emirat Arab dan diharapkan dapat 
memenangkan kontrak nuklir baru dengan Negara-negara nuklir baru di Asia 
Tenggara. 
Amerika Serikat menandatangani kerjasama dengan Vietnam dalam 
penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Nota Kesepahaman (MoU) 
antara Amerika Serikat dan Vietnam ditandantangani di Hanoi tahun 2010 oleh 
Le Dinh Tien, Deputi Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vietnam, dan 
Michael Michalak, Duta Besar Amerika Serikat untuk Vietnam. 
                                                         
53 Ibid, hal 2 
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Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan MoU ini 
akan membuka jalan dalam peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang 
seperti pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur keselamatan dan 
keamanan, akses ke sumber terpercaya dalam bahan bakar nuklir, pengelolaan 
limbah radioaktif dan penggunaan bahan bakar,  Vietnam telah membuktikan 
komitmennya untuk bertanggung jawab dalam ekspansi tenaga nuklir melalui 
tahapan-tahapan tertentu bekerjasama dengan Amerika Serikat, diantara mitra 
internasional lainnya.
54  
Terhadap pembangunan infrastruktur nuklir yang kuat, dibutuhkan 
pengawasan terhadap penyebaran pembangkit listrik tenaga nuklir pertama 
dalam beberapa dekade depan.  Berpidato pada acara penandatanganan, 
Michalak berkomentar: 
“Berdasarkan MoU, AS dan Vietnam akan melanjutkan upaya-upaya 
dalam mengembangkan peraturan dan infrastruktur fisik yang 
dibutuhkan untuk kemanan dan jaminan warga Vietnam, di sekitar 
pembangkit nuklir. MoU ini akan memfasilitasi kerja sama dua negara 
di bidang persyaratan  untuk reaktor daya dan pengaturan pelayanan 
bahan bakar, termasuk pembangunan sumber yang handal dari bahan 
bakar nuklir untuk reaktor nuklir  Vietnam di masa yang akan 
datang  sehingga mendorong Vietnam untuk mengandalkan pasar 
internasional dalam pemenuhan bahan bakar nuklir”.55 
 
Diharapkan penandatangan MoU berfungsi sebagai batu loncatan dalam 
negosiasi Perjanjian Penggunaan Energi Nuklir untuk Tujuan Damai dari 
pemerintah ke pemerintah yang mengikat secara hukum, yang dikenal sebagai 
                                                         









, yang akan mendorong lebih luas dan lebih dalam 
kerjasama antara dua negara dan akan memfasilitasi partisipasi dari perusahaan 
Amerika Swerikat di wilayah nuklir Vietnam.    
Vietnam bersedia bekerja sama dengan mitra internasional atas dasar 
menghormati kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan kerjasama yang saling 
menguntungkan.  Amerika Serikat dan Vietnam telah menandatangani 
beberapa perjanjian untuk meningkatkan kerjasama nuklir selama beberapa 
tahun terakhir, termasuk perjanjian tahun  2007 antara Departemen Energi 
Amerika Serikat (DoE‟s), Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA), 
dan Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vietnam untuk kerjasama dan 
pertukaran informasi dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. 
Perjanjian serupa telah ditandatangi pada 2008 antara Komisi Pengaturan 
Nuklir Amerika Serikat (NRC), dan Badan Vietnam untuk Radiasi dan 
Keselamatan Nuklir (Varans). DoE dan NRC juga menyediakan bantuan teknis 
untuk Penyusun UU Energi Atom baru  Vietnam yang disahkan pada Juni 
2008.  Selain Amerika Serikat, Vietnam telah menandatangani perjanjian 
kerjasama dan bantuan nuklir dengan negara-negara lain seperti Jepang, 
Perancis, Cina, Korea Selatan, Kanada dan Rusia. 
Pemerintah Vietnam menyetujui rencana pengembangan tenaga nuklir 
pada tahun 2007, yang bertujuan untuk pembangunan pembangkit listrik 
tenaga nuklir 2000 MWe dan akan direalisasikan pada 2020. Undang-Undang 
umum tentang energi nuklir telah disahkan pada pertengahan 2008. 
                                                         
56 Mary Beth & Mark Holt. U.S.-Vietnam Nuclear Cooperation Agreement: Issues for Congress. 
Congressional Reasearch Service. 2014. United States. hal. 1 
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Rencananya dua reaktor dengan kapasitas gabungan sebesar 2000 MWe yang 
akan dibangun pada tahun 2014 di Phuoc Dinh Provinsi Ninh Thuan Selatan 
dan akan mulai beroperasi sekitar tahun 2020, disusul dengan reaktor 2000 
MWe di Vinh Hai kawasan Ninh Hai. 
Deputi Perdana Menteri Nguyen Thien Nhan menandaskan bahwa 
kecelakaan di Fukushima Jepang tidak menyurutkan niat Vietnam untuk terus 
melanjutkan upaya membangun PLTN di tepi Pantai Provinsi Ninh Thuan, dan 
kecelakaan Fukushima itu justru menjadi pelajaran penting bagi Vietnam. 
Pemerintah telah mengeluarkan 5 dokumen legal guna menuntun pelaksanaan 
hukum terhadap tenaga nuklir. Pembangunan PLTN yang pertama telah 
ditandatangani oleh komite kerjasama pemerintah Vietnam dan Rusia tanggal 
31 Oktober 2010 termasuk persetujuan kreditnya dari Rusia. Persiapan 
konstruksi PLTN sedang berlangsung. 
Pada Februari 2009 direktur VAEC (Vietnam Atomic Energy 
Commision) Vuong Hu Tan mengatakan bahwa Vietnam sedang mempercepat 
pembuatan laporan penilaian investasi PLTN (appraisal) yang akan diserahkan 
pada bulan April 2009 ke Dewan Nasional, untuk mendapatkan pengesahan. 
Berdasar pengesahan ini selanjutnya akan dibuat disain Investment Project. 
Tan selaku direktur VAEC mengatakan bahwa Vietnam sedang 
menaksir Westinghouse, salah satu diantara penyedia teknologi terbaik di 
dunia, sebagai mitra potensial, di samping juga mempertimbangkan mitra-
mitra lainnya. PLTN pertama Vietnam direncanakan akan dibangun di provinsi 
bagian selatan Ninh Thuan yang dapat menampung kapasitas 4000 MW 
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dengan total investasi 9 milyar US$.
57
Konstruksi diharapkan akan dimulai 
sebelum tahun 2015 dan beroperasi pada tahun 2020.  PLTN Vietnam 
diharapkan akan memasok 15 sampai 20% dari total produksi listrik nasional. 
Negosiasi antara Vietnam dan Jepang untuk PLTN 2 sedang berjalan pula 
termasuk persetujuan kredit untuk membangun PLTN dari Jepang. Lokasi 
kedua PLTN itu telah disetujui oleh Menteri Perdagangan dan Industri. 
Sementara, laporan studi kelayakan konstruksi PLTN 1 sedang disiapkan, 
sedangkan untuk PLTN 2, pemerintah Jepang setuju memberikan US$25 juta 
dalam bentuk bantuan dana hibah untuk mendokumentasi proyeknya. EVN 
(VietNam Electricity) adalah pemilik proyek kedua PLTN itu, dan telah 
berkonsultasi dengan IAEA tentang keselamatan PLTN tersebut. Vietnam juga 
telah mengirim para mahasiswa untuk belajar/training seputar PLTN ke luar 
negeri terutama ke Rusia, Jepang, Korea Selatan dan Perancis.
58
 Pembangunan 
PLTN 1 akan dimulai tahun 2014, dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 
2021 sedangkan PLTN 2 akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dan akan 
beroperasi pada tahun 2022.  
Kompleks PLTN pertama akan dibangun dengan daya hingga 4.000 MW 
(Ninh Thuan1-1/2020, 1-2/2021, 1-3/2024, 1-4/2025, desain VVER 1000 
MWe, buatan Rusia, dengan lokasi di Phuoc Dinh). Puluhan staf Ninh Thuan 1 
dilatih di Rusia. Bahan bakar akan dipasok dari Rusia dan bahan bakar 
bekasnya kembali ke Rusia untuk diproses-ulang.  Empat PLTN (4000 MWe) 
                                                         
57https://www.batan.go.id/view_news.php?idx=768&Vietnam%20serius%20menyiapkan%20PLT
N%20pertama,  diakses pada 24 April 2014 
58 Tran Ngoc Dung, “Development of The First Ninh Thuan NPP Projects at Vietnam Electricity”, 
EVN-NPB, 2013, hal. 24 
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lainnya berlokasi di Vinh Hai dengan mengadopsi desain Jepang Gen.III (Ninh 
Thuan 2-1/2020, 2-2/2022, 2-3/2026, 2-4/2027). Seribu staf teknisi Ninh Thuan 
2 dilatih di Jepang.  
Vietnam akan membangun 8 PLTN hingga tahun 2031 di lokasi yang 
berkemungkinan kecil dilanda oleh gempa bumi dan tsunami. Vietnam masih 
berencana akan menambah 15.000 MWe (15 PLTN lagi) sesudah tahun 2030 
di 8 tapak di 5 provinsi. Atomstroyexport (Rusia), Westinghouse (AS), EdF 
(Perancis), KEPCO (Korsel), China Guangdong Nuclear Power Group 
(CGNPC), dan Jepang (Mitsubishi, Toshiba, Hitachi) terlibat dalam proyek itu.  
Tambang uranium berada di provinsi Quang Nam Tengah yang diduga 
cebakan uranium sekitar 8.000 ton. Kanada telah diminta membantu mengkaji 
prospeknya, dan untuk membantu mendukung rencana tenaga nuklir, 






Malaysia terdiri dari dua bagian yaitu penduduk semenanjung Malaysia 
dan negara bagian Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung Malaysia 39,7% dari 
luas lahan atau sebesar 132,090 km2 ditinggali sebesar 80% dari penduduk 
negara Malaysia kemudian terdiri dari 11 negara bagian termasuk wilayah 
Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sedangkan di Sabah dan Sarawak 60,3% luas 
lahannya atau sebesar 198,847 km2 hanya ditinggali 20% dari populasi negara 
                                                         




 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir diperlukan di semenanjung 
Malaysia mengingat pasokan listrik yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan 
dengan daerah Sabah dan Sarawak. 




1. Tujuan pasokan yaitu untuk menjamin pasokan yang cukup, aman dan 
hemat biaya energi. 
2. Tujuan pemanfaatan yaitu untuk mempromosikan penggunaan energi 
yang efisien dan mencegah pola boros dan non-produktif konsumsi 
energi.  
3. Tujuan lingkungan yaitu untuk memastikan faktor-faktor yang 
berkaitan dengan perlindungan lingkungan tidak diabaikan dalam 
produksi dan pemanfaatan. 
Sumber energi nasional ditentukan oleh Kebijakan Diversifikasi Bahan 
Bakar. Ada dua macam kebijakan diversifikasi bahan bakar yaitu:
62
 
1. Kebijakan diversifikasi bahan bakar 1981 adalah untuk  mengurangi 
ketergantungan yang lebih pada sumber bahan bakar tunggal dan 
untuk fokus pada empat sumber utama bahan bakar yaitu minyak, 
Pembagkit Listrik Tenaga Air, gas alam dan batu bara. 
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 Siti Norashriah, at al, “IAEA Interregional Training Course on Technical Aspects on Feasibility 
Contracting and Construstion of a Nuclear Power Plant”, MNPC Publisher, 2012, Daejon-Korea, 
hal. 6 
 
61 Mazleha Maskin, “Interregional Workshop on Advanced Nuclear Reaktor Technology for 
Near-Term Deployment”, Malaysian Nuclear Agency, 2011, Malaysia, hal. 5 
62 Ibid, hal. 7 
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2. Kebijakan diversifikasi bahan bakar 2000 adalah untuk 
menggabungkan  energi terbarukan sebagai bahan bakar kelima, untuk 
memperluas sumber bahan bakar yang terdiri dari minyak, 
Pembangkit Listrik Tenaga Air, gas alam, batu bara dan energi 
terbarukan. 
Pada 26 Juni 2009 keputusan pemerintah Malaysia untuk energi nuklir 
menjadi salah satu pilihan bahan bakar untuk pembangkit listrik di tahun 2020 
kedepan. Khusunya untuk di daerah semenanjung Malaysia rencana 
pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dipersiapkan 
pada tahun 2012 kemarin. Namun, keputusan proyek tenaga nuklir hanya akan 
dilakukan dalam kerangka rencana kebijakan energi nasional  Malaysia yang 
kesepuluh. 
Sebuah studi kebijakan energi yang komprehensif telah dilakukan dan 
pada bulan Juni 2009 pemerintah Malaysia telah memutuskan secara resmi 
untuk mempertimbangkan untuk membangun PLTN. Komite pengarah 
pengembangan tenaga nuklir didirikan untuk merencanakan dan 
mengkoordinasikan program pengembangan tenaga nuklir dengan tiga 
kelompok kerja. Pada akhir 2013 telah ditargetkan unutk komite pengarah 
rencana pembangunan infrastuktur tenaga nuklir atau Nuclear Power 
Infrastructur Development Plan (NDP) dimana pemerintah akan memutuskan 
apakah layak untuk dilanjutkan. Kemudian pada bulan Mei 2010 Mentri Energi 
Malaysia mengatakan bahwa tenaga nuklir adalah satu-satunya pilihan energi 
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untuk jangka waktu yang panjang.
63
 Komite pengarah Nuclear Power memiliki 
tiga badan yaitu: Nuclear Power Program Working Group under the 
Malaysian Nuclear Energy Agency (MNA), the Nuclear Power Project 
Working Group under the utility Tenaga Nasional Berhad (TNB), and a Legal 
and Regulatory Coordination Working Committee involving the Atomic Energy 
Licensing Board (AELB) and the Energy Commission.  
Pada bulan Januari 2011 Malaysia Nuclear Power Cooperation ditugaskan 
dalam Economic Transformation Program (ETP) atau Program Ekonomi 
Transformasi untuk menjadi taraf permulaan penyebaran dari PLTN dalam 
kerangka waktu 12 tahun. Sesuai dengan yang dijadwalkan pada keputusan 
tahun 2013 tentang masalah tersebut. Waktu yang digambarkan pada tahun 
2012 adalah unutk konstruksi tahun 2016-21 dengan mempersiapkan unutk 
digunakan unit pertama pada tahun 2021, kemudian tiga atau empat reaktor 
menyediakan 10-15% pasokan listrik di tahun 2030. 






1. Meningkatkan dan difersifikasi kapasitas pembangkit. Pengembangan 
sumber enerfi alternative, khusunya hidro  serta impor batu bara dan 
LNG (Liquefied Natural Gas) atau gas alam cair pada tahun 2015 
untuk meningkatkan keamanan pasokan/persediaan. Kemudian untuk 
lebih mengurangi emisi karbon, teknologi batubara yang kritis akan 
                                                         
63 http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Others/Emerging-Nuclear-Energy-
Countries/ diakses pada 24 April 2014 
64 Mazleha Mazkin, op cit., hal. 10 
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dieksplorasi, juga untuk energi nuklir sebagai pilihan jangka panjang 
akan dipertimbangkan di Semenanjung Malaysia dengan studi 
kelayakan yang rinci, pelatihan modal dan kampanye akan kesadaran 
manusia. 
2. Penguatan transmisi dan distribusi jaringan 
3. Restrukturisasi yaitu industri penyediaan tenaga listrik 
4. Meningkatkan pelayanan pelanggan. 
Malaysia saat ini sudah membentuk Tim Nasional dalam hal 
pembangunan PLTN yang bertugas melaksanakan program PLTN. Saat ini 
sedang dilakukan Pra Kelayakan PLTN yang diharapkan segera selesai Tahun 
2010 lalu.  
Malaysia juga telah memiliki Undang-Undang mengenai pengaturan 
pengembangan PLTN dan perlindungan lingkungan yaitu undang-undang no. 
127 tahun 1974 dan undang-undang no. 304 tahun 1984
65
 mengenai pengaturan 
pengembangan dan pemanfaatan energi dan peraturan keselamatan atom. 
Target operasi PLTN pertama pada tahun 2025 dan yang kedua pada 2027. 
Malaysia berencana membangun 2 PLTN 1000 MW pada tahun 2025 di 
semenanjung Malaysia, dan PLTN pertama akan menelan biaya US$ 3,1 
milyar, bila pada tahun 2013-2014 evaluasi PLTN itu sudah selesai. Aktivis 
lingkungan memprotes dengan tuduhan bahwa pemerintah tidak serius 
menangani PLTS, PLTA dan PLTB yang melimpah di Malaysia. Pemerintah 
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Malaysia mengatakan bahwa PLTA cocok dibangun di Sabah dan Sarawak, 
bukan di semenanjung Malaysia. 
Menteri Energi, Teknologi Hijau dan Air Malaysia mengimplementasikan 
feed-in tariff untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) di Malaysia pada awal 
tahun 2012 lalu agar pengguna EBT dapat menjual kelebihan listriknya 
ke TNB atau ke perusahaan perwakilan di masing-masing provinsi 






PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PLTN DI 
INDONESIA, MALAYSIA DAN VIETNAM 
A. Peluang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia, 
Malaysia dan Vietnam 
Energi merupakan suatu kekuatan suatu bangsa (power of nation), 
terpenuhinya kebutuhan energi akan menjamin pertumbuhan ekonomi, 
ketahanan dan kemandirian suatu bangsa. Peningkatan jumlah penduduk, 
standar hidup dan ekonomi berdampak pada pertumbuhan kebutuhan energi 
suatu negara. Peluang masing-masing negara yaitu Indonesia, Malaysia dan 
Vietnam dibantu oleh Undang-Undang yang dikeluarkan oleh masing-masing 
pemerintah setempat.  
Peluang yang juga didapatkan dari Indonesia, Malaysia dan Vietnam 
dalam rencana pembangunan PLTN adalah adanya Zona Perdamaian, 
Kebebasan dan Netralitas atau Zone of Peace Freedom and Neutrality 
(ZOPFAN) dimana pernyataan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri 
negara-negara ASEAN secara terbuka menyatakan niat mereka untuk 
menjaga Asia Tenggara bebas dari segala bentuk atau cara campur tangan 
oleh kekuatan luat dan memperluas bidang kerjasama, kemudian Kawasan 
Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau Southeast Asia Nuclear Weapon 
Free Zone (SEANWFZ), dimana SEANWFZ merupakan suatu kesepakatan 
dia natar negara-negara Asia tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, 
Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand 
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dan Vietnam dengan tujuan mengamankan kawasan Asia Tenggara dari 
persenjataan nuklir.  
Pada tanggal 29 Juli 2007 ASEAN sepakat untuk mengadopsi rencana 
aksi SEANWFZ untuk mempercepat pembentukan kawasan bebas senjata 
nuklir di Asia Tenggara. Dalam kesepakatan SEANWFZ ini negara-negara 
anggota berkewajiban untuk: Tidak mengembangkan, memproduksi, 
membeli, mempunyai atau menguasai senjata nuklir, pangkalan senjata nuklir 
ataupun melakukan uji coba atau menggunakan senjata nuklir dimanapun 
juga baik di dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara; Tidak meminta 
ataupun menerima bantuan berkenan dengan nuklir; Tidak melakukan segala 
suatu kegiatan pemberian bantuan pembuatan ataupun pengambil alihan 
peralatan nuklir apapun juga oleh negara manapun juga; Tidak menyediakan 
sumber daya kepada negara persenjataan non nuklir dimanapun atapun negara 
persenjataan nuklir; Serta mencegah wilayah laut kawasan Asia Tenggara 
dari pembuangan sampah radioaktif dan ataupun bahan-bahan radioaktif 
lainnya oleh siapapun juga. 
Dari kesepakatan yang terurai diatas, dapat dikatakan bahwa 
pembentukan SEANWFZ menunjukkan adanya keseriusan upaya negara-
negara di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan perdamaian dan 
stabilitas kawasan dan dalam rangka ikut serta mendukung upaya tercapainya 
suatu pelucutan dan pelarangan senjata nuklir secara umum dan menyeluruh. 
Kesapakatan SEANWFZ sangatlah penting mengingat kesepakatan ini 
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merupakan sesuatu komitmen dari masing-masing negara  di kawasan Asia 
Tenggara yang dapat dijadikan jaminan dari negara yang memiliki  senjata 
nuklir yaitu Amerika, Cina, Rusia, Prancis dan Inggris bahwa mereka negara 
yang berstatus NWS (Nuclear Weapons State) akan menghormati 
kesepakatan SEANWFZ tersebut dan tidak akan menyerang negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan SEANWFZ telah diakui 
keberadaannya di tingkat internasional melalui resolusi umum majelis PBB 
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang didukung penuh oleh Rusia dan China 
pada tanggal 10 Januari 2008. 
ZOPFAN dapat dilihat dari dua pandangan yang berbeda, disatu sisi 
ZOPFAN masih relavan walaupun perang dingin telah berakhir, namun disisi 
lain mengatakan bahwa ZOPFAN sudah tidak relavan lagi, yang 
dimaksudkan disini adalah hubungan yang terjalin di ZOPFAN ini 
merupakan hubungan yang terjalin berdasarkan dari rasa persahabatan sampai 
pada ekpektasi akan mendapatkan dukungan atau perlindungan satu sama 
lain, sedangkan dilihat dari sisi lain hubungan yang terjalin di ZOPFAN 
berjalan dikarenakan atas dasar kecurigaan dan rasa takut, namun berdasarkan 
hal tersebut ASEAN tentunya akan tetap pada cita-cita semula dalam menjaga 
stabilitas politik dan keamanan Asia Tenggara. Berpegang pada cita-cita 
ASEAN itulah yang membuat adanya peluang pembangunan PLTN di 




1. Indonesia  
Negara  Indonesia memiliki Undang-Undang no. 10 tahun 1997 mengenai 
Ketenaganukliran dan didukung oleh Undang-Undang no. 9 tahun 1997 
mengenai pengesahan Traety on the South East Asia Nuclear Free Zone 
(Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara). Undang-Undang 
No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 
tahun 2005 – 2025 pada Bab IV : Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan 
Jangka Panjang telah mengamanatkan pada butir IV.2.3. RPJM ke 3 ( 2015 – 
2019 ) “mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik 
dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat” 
Di Indonesia juga sudah membentuk Badan Tenaga Atom Nasional 
(BATAN) dimana memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Didukung dengan pusat pengembangan pengkajian energi nuklir dengan tiga 
reactor riset yang berkapasitas 100 Kwt yang masing-masing berada di 
Yogyakarta, Bandung dan Serpong merupakan suatu persiapan menuju 
pembangunan PLTN. 
Pengusaha Rusia berminat mengembangkan nuklir di Indonesia dengan 
menawarkan tongkang PLTN-nya (akademik Lomonosov), yang sesuai 
dengan kontur kepulauan di Indonesia, mengingat kondisi Indonesia masuk 
dalam „ring of fire‟. Kelebihan tongkang PLTN (PLTN terapung) adalah 
dapat berpindah-pindah, dan limbah nuklirnya dibawa pulang ke Rusia. 
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Pemerintah Indonesia telah melakukan studi kelayakan sesuai dengan 
standard-standard yang telah ditentukan oleh IAEA, dan IAEA telah 
memberikan perijinan pembangunan PLTN berdasarkan dari data yang 
diberikan oleh BATAN dimana data tersebut telah memenuhi standar 
kelayakan yang telah ditentukan oleh IAEA.  
2. Vietnam  
 Pemerintah Vietnam menyetujui rencana pengembangan tenaga nuklir 
pada tahun 2007, yang bertujuan untuk pembangunan pembangkit listrik 
tenaga nuklir 2000 MWe dan akan direalisasikan pada 2020. Undang-Undang 
umum tentang energi nuklir telah disahkan pada pertengahan 2008. 
Rencananya dua reaktor dengan kapasitas gabungan sebesar 2000 MWe yang 
akan dibangun pada tahun 2014 di Phuoc Dinh Provinsi Ninh Thuan Selatan 
dan akan mulai beroperasi sekitar tahun 2020, disusul dengan reaktor 2000 
MWe di Vinh Hai kawasan Ninh Hai 
Vietnam dibantu oleh kerjasama dengan Amerika dalam penggunaan 
nuklir untuk tujuan damai dan telah terikat secara hukum yang dikenal 
sebagai „perjanjian 123‟ dimana sebagai batu loncatan dalam negosiasi 
Perjanjian Penggunaan Energi Nuklir untuk Tujuan Damai dari pemerintah ke 
pemerintah yang akan mendorong lebih luas dan lebih dalam kerjasama 
antara dua negara dan akan memfasilitasi partisipasi dari perusahaan Amerika 
Serikat di wilayah nuklir Vietnam. Kemudian Departemen Energi Amerika 
Serikat (DoE‟s) dan Komisi Pengaturan Nuklir Amerika Serikat (NRC) telah 
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menyediakan bantuan teknis untuk penyusunan Undang-Undang Energi 
Atom Baru Vietnam yang disahkan pada Juni 2008.
66
 
Penandatanganan kontrak dengan JAPC (Japan Atomic Power Company) 
untuk melakukan studi kelayakan pembangunan PLTN di wilayah selatan 
propinsi Ninh Thuan, perusahaan milik Negara EVN menandatangani 
memorandum kesepahaman dengan International Nuclear Energy 
Development of Japan Co (JINED). Dua perusahaan tersebut akan 
bekerjasama dalam malakukan desain, pembangunan dan pengoperasian 
PLTN. Sementara itu Rosatom akan membantu membangun pusat informasi 
energy nuklir di Hanoi. 
Vietnam telah menandatangani perjanjian kerjasama dan bantuan nuklir 
dengan negara-negara lain seperti Jepang pada JAPC, Rusia pada Rosatom 
dan Amerika Serikat pada „perjanjian 123‟. Kerjasama tersebut merupakan 
peluang bagi Vietnam untuk membangun PLTN. 
3. Malaysia  
Di Malaysia juga telah memiliki Undang-Undang mengenai pengaturan 
pengembangan PLTN dan perlindungan lingkungan yaitu undang-undang no. 
127 tahun 1974 dan undang-undang no. 304 tahun 1984
67
 mengenai 
pengaturan pengembangan dan pemanfaatan energi dan peraturan 
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keselamatan atom. Malaysia berencana membangun 2 PLTN yang diharapkan 
dapat beroperasi pada tahun 2025. 
Berdasarkan dari undang-undang diatas, pemerintah Malaysia telah 
memutuskan secara resmi pada Juni 2009 untuk energi nuklir menjadi salah 
satu pilihan bahan bakar untuk pembangkit listrik di tahun 2025 kedepan, 
selanjutnya pemerintah Malaysia mendirikan kelompok kerja (MNA, TNB, 
dan AELB) yang akan didirikan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan 
program pengembangan tenaga nuklir, dan dari hasil ketiga kelompok kerja 
tersebut pemerintah Malaysia akan memutuskan apakah layak untuk 
dilanjutkan. Pada Mei 2010 Mentri Energi Malaysia mengatakan bahwa 
tenaga nuklir adalah satu-satunya pilihan energi untuk jangka waktu yang 
panjang. Tim nasional  Malaysia dalam hal pembangunan PLTN  telah  
melakukan studi kelayakan PLTN dan hasilnya telah memenuhi memenuhi 
standar ketentuan yang telah ditentukan oleh IAEA. 
Peluang rencana pembangunan PLTN di Indonesia, Malaysia dan Vietnam 
dapat dilihat dari negara-negara yang telah memakai energi nuklir sebagai 
pemasokan energinya. Energi nuklir merupakan salah satu teknologi yang 
paling aman. Beberapa fakta mengenai nuklir yang dikemukakan oleh Patrick 
Moore
68
 dalam bukunya Confenssions of a Greenpeace Dropout- The making 
of a Sensible Enviromentalist, penulis menyimpulkan bahwa pertama energi 
nuklir merupakan sumber energi yang tidak mahal, kedua adalah PLTN 
                                                         
68
 Patrick Moore merupakan salah satu pendiri organisasi Greenpeace yang sebelumnya 
menentang keras pembangunan PLTN kemudian memutuskan untuk mendukung pembangunan 
PLTN dan keluar dari organisasi greenpeace, lihat Patrick Moore, Confessions of A Greenpeace 
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Vancouver-Canada, hal. 18 
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merupakan suatu pembangunan yang berbasis pada standard-standard 
keamanan yang telah ditentukan oleh IAEA jadi dapat dikatakan aman, ketiga 
adalah sebagian limbah nuklir dapat dimanfaatkan kembali, keempat adalah 
reactor nuklir kebal terhadap serangan teroris mengingat beton bertulang 
yang melindungi isi bangunan kontentmen, kelima adalah bahan bakar nuklir 
PLTN tidak dapat dialihkan sebagai bahan senjata nuklir karena perbedaan 
teknologi untuk pengkayaan bahan bakarnya yaitu uranium. 
Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Vietnam 
bersama organisasi internasional IAEA atau Badan Energi Atom Dunia 
(International Atomic Energy Agency) selaku badan yang bertanggung jawab 
atas pemanfaatan secara damai teknologi nuklir di seluruh dunia, telah 
memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh tiap negara. 
IAEA juga telah menetapkan standar-standar internasional tertentu mulai dari 
instalasi teknologi nuklir, pemindahan bahan-bahan radioaktif sampai dengan 
penanganan dari limbahnya.  
Kehadiran IAEA (organisasi internasional) mencerminkan kebutuhan 
manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk mengetahui 
masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Peran IAEA disini 
masuk dalam satu dari ketiga kategori organisasi internasional yaitu dimana 
berperan sebagai instrument. Organisasi internasional digunakan oleh 
beberapa negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu 
berdasarkan tujuan politik negaranya. 
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B. Tantangan Kerjasama Negara-Negara di ASEAN Dalam Rencana 
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir  
Pada setiap aktivitas manusia di dunia ini sudah pasti memiliki resiko atau 
masalah terlepas dari besar kecilnya resiko tersebut. Resiko adalah 
kemungkinan suatu tindakan atau suatu pilihan mendatangkan kerugian atau 
lebih tepatnya kemungkinan kerugian yang akan diperoleh dari suatu 
tindakan tersebut. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian finansial, 
moril, bahkan jiwa. Walaupun resiko melekat pada pembangunan proyek 
apapun, namun berkaitan dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik 
Tenaga Nuklir (PLTN) masalah resiko selalu saja menjadi hal yang 
menakutkan dan seakan-akan menjadi batu sandungan untuk 
mengimplementasikan PLTN di Asia Tenggara khusunya di Indonesia, 
Malaysia dan Vietnam. 
1. Indonesia 
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah mayoritas 
masyarakat Indonesia masih kontra atau tidak setuju dengan rencana 
pembangunan PLTN ini. Penolakan masyarakat masih menjadi kendala 
utama dalam pembangunan PLTN di Indonesia. Masalah tersebut disebabkan 
oleh kurangnya sosialisasi mengenai manfaat yang dapat dirasakan dari 
pembangunan PLTN ini. Tantangan terberat bagi pemerintah sebagai 
pelaksana UU adalah bagaimana meningkatkan akseptabilitas listrik nuklir 
melalui peningkatan kepercayaan (trust) masyarakat. Sosialisasi melalui 
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informasi dan edukasi publik perlu diperkuat, agar persepsi keliru mengenai 
risiko bahaya nuklir berubah. Sebenarnya anak bangsa ini telah membuktikan 
kemampuannya mengoperasikan dan merawat dengan aman dan selamat 
seluruh fasilitas nuklir kita selama puluhan tahun, tapi masyarakat tidak serta-
merta percaya bahwa bangsa ini siap melangkah ke PLTN, kurang baiknya 
safety culture di sektor non-nuklir dapat berimbas pada pengelolaan PLTN. 
Padahal telah diketahui bahwa nuklir menerapkan sistem dan standar yang 
jauh berbeda. Melalui manajemen dan pelatihan yang baik dengan sistem 
pengawasan nasional dan internasional yang efektif, nuklir telah 
membuktikan tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi.  
2. Vietnam 
 Tantangan yang dihadapi Vietnam pada rencana pembangunan PLTN 
tidak jauh beda dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dimana 
kepercayaan masyarakat yang masih kurang dalam hal ini masih perlunya 
sosialisasi akan manfaat yang dapat masyarakat peroleh dari pembangunan 
PLTN. 
3. Malaysia  
 Tantangan yang dihadapi Malaysia dalam rencana pembangunan PLTN 
adalah yang pertama, sama halnya dengan Indonesia dan Vietnam, Malaysia 
juga bermasalah pada kontra masyarakat atas pembangunan PLTN, 
selanjutnya kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni 
dalam pengembangan teknologi nuklir. 
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 Ketiga negara ini memiliki tantangan yang sama dimana perlunya 
sosialisai yang mendalam terhadap masyarakat mengenai rencana 
pembangunan PLTN dan manfaat yang dapat masyarakat peroleh dari 
pembangunan PLTN ini. Penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN 
tersebut di berbagai negara-negara kawasan Asia Tenggara khususnya 
Indonesia, Malaysia dan Vietnam seringkali dilatarbelakangi oleh informasi 
tentang resiko yang tidak berimbang. Kenyataan di lapangan yang dihadapi 
hingga tulisan ini dibuat adalah masyarakat lebih sering atau lebih mudah 
terfokus pada resikonya saja, dibandingkan dengan kepentingan nasional 
suatu negaranya dan peluang positif dibalik rencana pembangunan PLTN.  
 Tantangan yang juga dihadapi ketiga negara ini menyangkut adanya pihak 
NGO (Non Governmental Organization) yaitu Greenpeace dimana 
melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN di ketiga negara 
ini. Greenpeace melakukan protes terhadap rencana pembangunan PLTN 
dengan melakukan penyuratan kepada pihak pemerintah yang berisikan 
kontra terhadap PLTN dan kampanye-kampanye anti nuklir yang 
mempengaruhi paradigma masyarakat akan manfaat tenaga nuklir. 
Beberapa peluang yang negara bisa dapatkan adalah untuk meningkatkan 
industri strategis dalam negeri kemudian peluang untuk membuka lapangan 
kerja dan meningkatkan ekonomi daerah sekitar tapak, juga peluang untuk 
meningkatkan kemampuan bersaing bangsa dalam industri nuklir, dan sudah 
pasti resiko sekecil apapun tidak dapat diabaikan dalam kerangka industri 
nuklir, mengingat keselamatan manusia dan besarnya modal dipertaruhkan. 
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Peluang-peluang tersebut yang seharusnya dapat disosialisasikan kepada 
masyarakat luas, bahwa pemahaman masyarakat selama ini mengenai rencana 
pembangunan PLTN tidak akan merugikan melainkan akan menguntungkan 
negara di tahun-tahun kedepannya. 
Memberikan sumbangan bagi pembangkit energi listrik nasional dan untuk 
mendukung pasokan energi nasional serta mengingat keterbatasan pasokan 
energi fosil (minyak bumi, batu bara), maka salah satu pilhan yang patut 
dipikirkan untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia, Malaysia 
dan Vietnam adalah dengan memanfaatkan energi nuklir. Namun untuk 
mewujudkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut 
merupakan hal yang tidak mudah, kenyataan yang dihadapi Indonesia, 
Malaysia dan Vietnam hingga tulisan ini dibuat bahwa program 
pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di ketiga negara ini 
mengalami banyak kendala dan permasalahan. 
 Sesuai dengan konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan dimana 
pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Pembangunan dalam 
prosesnya tidak terlepas dari penggunaan sumberdaya alam, baik sumberdaya 
alam yang terbarukan maupun sumberdaya alam tak terbarukan. 
Upaya pembangunan perlu melalui suatu analisa dan pengelolaan resiko, 
pelengkapan kegiatan dengan audit lingkungan, serta ekolabel. Hal tersebut 
bertujuan agar pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dapat 
terlaksana dengan berhasil dan berkesinambungan. 
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Perhatian pada dampak lingkungan dalam hubungan interaksi antara 
sumber daya, produsen, konsumen, perlu dikaitkan dengan perencanaan 
manajemen lingkungan dan perencanaan pengawasan lingkungan. 
Pada setiap tahap tersebut terdapat umpan balik, sehingga bila suatu 
alternatif tidak memadai, akan disesuaikan kembali sehingga dapat memenuhi 
persyaratannya. Setelah melalui ketiga tahap tersebut sehingga suatu 
alternatif pembangunan layak secara teknologi, lingkungan, dan sosial-
ekonomi, barulah kemudian alternatif tersebut menjadi pilihan untuk 
dijalankan.  
 Salah satu permasalahan yang harus dihadapi adalah pertimbangan 
pemilihan pendekatan kontrak yang sesuai. Pengalaman pengembangan 
PLTN di negara Asia diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi 
Indonesia, Malaysia dan Vietnam secara umum dan secara khusus yang 
sedang dalam persiapan proyek pembangunan PLTN pertama. Adapun faktor 
yang harus dipertimbangkan dalam keputusan pembangunan PLTN. 
Pembangunan PLTN sebagai suatu proyek raksasa mempunyai ciri yang 




1. Pertimbangan biaya konstruksi PLTN 
2. Pertimbangan pendekatan kontrak pembangunan PLTN 
3. Pertimbangan periode konstruksi jangka panjang 
4. Pertimbangan jenis teknologi PLTN 
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5. Pertimbangan penerimaan masyarakat 
Sebagai negara-negara yang belum mempunyai pembangkit listrik tenaga 
nuklir yang berkawasan di Asia Tenggara, khususnya untuk Indonesia, 
Malaysia dan Vietnam tentu harus memahami dan menentukan jenis kontrak 
pembangunan PLTN sehingga dapat digunakan sebagai pedoman didalam 
pembangunan PLTN pertama di negara-negara tersebut. Pilihan terhadap 
pendekatan kontrak pembangunan PLTN merupakan hal yang mendasar 
dipertimbangkan ketika keputusan rencana pembangunan PLTN pertama 
diputuskan oleh pemerintah di masing-masing negara. 
 Pentingnya peranan pemerintah dengan pihak yang akan menjalankan 
pembangunan PLTN, selain itu masalah masyarakat yang tidak pro dengan 
rencana pembangunan PLTN tersebut, hal yang harus dihadapi negara 
khusunya pemerintah yang berwenang untuk masalah ini adalah resiko-resiko 
yang akan dihadapi oleh negara itu sendiri. Resiko Keterlambatan dimana 
data International Atomic Energy Agency (IAEA)
70
 pada tahun 2006 
menujukkan bahwa dari sekitar 30 negara yang memiliki PLTN, separuhnya  
pernah mengalami penundaan penyelesaian konstruksi lebih dari 10 tahun. 
Jumlah itu belum termasuk beberapa proyek PLTN yang dihentikan di tengah 
jalan, seperti yang terjadi di Argentina, Bulgaria dan Romania. Dengan 
tipikal proyek yang padat modal, keterlambatan penyelesaian konstruksi 
PLTN menjadi resiko yang besar. Ada biaya yang berkaitan dengan bunga 
yaitu biaya IDC (interest during construction), dan akan semakin 
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terakumulasi seiring bertambahnya masa konstruksi. Jika keterlambatan 
berkepanjangan, akan muncul biaya pemeliharaan untuk melindungi 
pembangkit dari kerusakan dan keusangan.  
Masalah finansial yang harus sangat diperhatikan dimana fluktuasi bunga 
kredit, fluktuasi nilai tukar mata uang dan eskalasi atas biaya-biaya atau 
inflasi dalam pemberian pinjaman, kreditur akan berpegang pada peringkat 
hutang (credit rating) debitur
71
. Tingginya peringkat hutang suatu negara 
(sovereign credit rating) akan diikuti tingginya tingkat investasi, dan 
begitupula sebaliknya, hal ini dapat terjadi disebabkan oleh meningkatnya 
tingkat kepercayaan terhadap negara tersebut. Pembangunan PLTN jelas akan 
melibatkan investasi asing yang tidak sedikit.  
Masalah perijinan, keterlambatan ijin konstruksi, keterlambatan atau 
pembatalan ijin operasi, dan berbagai ijin lainnya baik lokal maupun nasional 
adalah contoh-contoh perijinan. Salah satu contoh yang pernah terjadi di 
Filipina dimana pembatalan ijin operasi yang terjadi pada PLTN Bataan 
didorong oleh masalah politik, dimana pada akhirnya pemerintah Filipina harus 
membayar seluruh hutang pembangunan.
72
 
Masalah unjuk kerja pembangkit erat berhubungan dengan teknologi dan 
SDM operator. Untuk meminimalkan resiko unjuk kerja, pembangkit yang 
dipilih haruslah yang telah teruji teknologinya (proven technology), selain itu 
pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas, bebas kolusi, korupsi dan 
                                                         
71 Moch. Djoko Birmano, “Kajian Awal Dampak Pembangunan PLTN”, PPEN-BATAN, 2011, 
hal. 12 
72 Ibid, hal 13 
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nepotisme, serta pelatihan yang memadai adalah hal yang memperkecil resiko 
ini. 
Masalah keselamatan, istilah keselamatan dalam industri nuklir berkaitan 
dengan keselamatan terhadap radiasi. Jadi, resiko keselamatan muncul ketika 
pembangkit mulai beroperasi. Kasus Chernobyl, Three Mile Island dan yang 
terakhir Fukushima Daiichi merupakan contoh bagaimana kegagalan sistem 
keselamatan tidak hanya membawa kerugian materi namun juga kerugian 
immaterial. 
Masalah pembuangan limbah, masalah ini meliputi tidak terwujudnya 
fasilitas pembuangan lestari hingga waktu yang ditentukan, kenaikan biaya 
yang diluar perkiraan, atau bertambahnya persyaratan dan biaya 
dekomisioning. Hal-hal tersebut dilatarbelakang antara lain oleh terlambatnya 
strategi pembuangan limbah, pertimbangan fasilitas pembuangan lestari yang 
tidak ekonomis jika hanya diisi oleh limbah dari beberapa unit PLTN, atau 
tidak cukupnya biaya pengolahan limbah. Jika tidak ditangani dengan baik, 
resiko ini dapat mendorong terjadinya resiko lain seperti penolakan PLTN 
yang semakin keras, atau hilangnya dukungan politik. Pemerintah dapat ikut 
menegoisasikan masalah limbah ini dengan negara pengekspor bahan bakar 
menyangkut kemungkinan  pengembalian limbah bahan bakar bakar atau 
melakukan pendekatan terhadap negara yang telah berhasil mewujudkan 
fasilitas pembuangan lestari. Selain itu, olah ulang terhadap bahan bakar bekas 
menjadi upaya lain untuk memperkecil volume limbah.  
Masalah politik, masalah inilah yang merupakan masalah yang paling sulit 
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diduga kemunculannya. Pergantian rezim pemerintahan atau perubahan 
kebijakan energi nuklir menyebabkan penghentian program nuklir, 
penghentian konstruksi dan kerugian investasi yang besar. 
Resiko tidak dapat dipisahkan dari kegiatan apapun, termasuk 
pembangunan PLTN. Dilihat dari kemungkinan resiko yang akan terjadi sangat 
bersangkutan dengan masalah biaya. Dengan tidak berjalannya sesuai rencana 
maka pembangunan PLTN tersebut dapat terjadi kerugian yang sangat besar 
mengingat biaya untuk membangun suatu PLTN sangatlah mahal dan dikaitkan 
dengan resiko-resiko yang dapat terjadi maka pembangunan PLTN tersebut 
sangatlah susah, satu-satunya langkah yang dapat dilakukan mengenali setiap 
resiko dan menekan resiko tersebut. 
Jadi, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, Malaysia dan Vietnam 
kurang lebih sama dimana pemahaman masyarakat mengenai manfaat yang 
dapat masyarakat peroleh dalam pembangunan PLTN ini masih sangat minim, 
kemudian masalah seperti pendekatan kontrak yang sesuai, masalah politik, 
masalah pembuangan limbah, masalah keselamatan, ketersediaan sumber daya 
manusia, masalah perijinan dan masalah finansial juga merupakan tantangan 
bagi ketiga negara ini mengingat Indonesia, Malaysia dan Vietnam merupakan  







KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 
dipaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Indonesia, Malaysia dan Vietnam memiliki peluang yang sangat besar, 
dalam pembangunan PLTN di masing-masing negara dapat dilanjutkan 
mengingat masing-masing pemerintah negara telah menyutujui dengan 
adanya undang-undang. Seperti Undang-Undang mengenai 
ketenaganukliran di Indonesia, Undang-Undang pengembangan PLTN dan 
perlindungan lingkungan, dan pengembangan atom di Malaysia, dan 
perjanjian Vietnam dengan Amerika Serikat dalam „perjanjian 123‟. 
Indonesia, Malaysia dan Vietnam telah memenuhi standar IAEA untuk 
mengembangkan PLTN dan memiliki peluang untuk bekerja sama.  
2. Indonesia, Malaysia dan Vietnam memiliki tantangan yang sama, yakni 
pembangunan PLTN tersebut dibangun untuk pertama kalinya. Sehingga, 
ketiga negara tersebut akan menghadapi beberapa resiko, seperti 
kebutuhan pendanaan, Sumber Daya Manusia, membangun kepercayaan 
masyarakat atas pengembangan nuklir yang telah dikenal sangat berbahaya 







1. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan  untuk ketiga negara 
ini yakni, Indonesia Malaysia dan Vietnam melanjutkan rencana 
pembangun PLTN dengan berdasarkan UU dan perjanjian pada masing-
masing negara dan menjalin kerja sama antar negara-negara yang baru 
pertama kali membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dan 
memaksimalkan hubungan kerjasama dengan negara-negara maju yang 
telah lebih dulu memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, dengan 
berdasarkan standard-standard yang telah ditentukan oleh IAEA. 
2. Penulis menyarankan agar ketiga negara ini yakni, Indonesia Malaysia dan 
Vietnam terus menguatkan sumber daya manusia dalam pengoperasian 
teknologi nuklir dan menyiapkan masyarakat melalui sosialisasi dan 
pengetahuan yang cukup tentang tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh 
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